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Oleh 
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Penuntutan oleh pihak kejaksaan dapat dihentikan melalui beberapa mekanisme 

yang sudah diatur dalam hukum acara pidana. Penuntutan dalam suatu proses 

persidangan dapat dihentikan oleh pihak kejaksaan dengan mengikuti mekanisme 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang  kejaksaan, 

yang mengatur mengenai denda damai. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah mekanisme denda damai oleh pihak 

Kejaksaan dalam Tindak Pidana Pajak 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 

Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Pajak melalui mekanisme denda 

damai.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Sumber dan jenis data menggunkaan data primer yang didapatkan di 

lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan 

Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Mekanisme Denda  Damai dalam 

Tindak Pidana Pajak oleh pihak Kejaksaan ialah suatu bentuk penyelesaian perkara 

di luar Pengadilan melalui pembayaran sejumlah uang atau kompensasi oleh pelaku 

kepada korban atau pihak yang dirugikan, yang bertujuan untuk                                                                                             

menyelesaikan permasalahan tindak pidana pajak berdasarkan kesepakatan damai 

yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang kejaksaan yang 

mengatur mengenai denda damai. Penghentian penuntutan dalam permasalahan ini 

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan wewenang kepada penuntut umum 

untuk menghentikan penuntutan jika ditemukan alasan yang sah sesuai dengan 

hukum. Dalam kasus ini jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa sesuai 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

dimungkinkan dilakukan penyelesaian perkara pajak melalui surat ketetapan 

Penghentian Penuntutan (SKPP) atau deponering. Faktor yang mempengaruhi 

penegakan Penegakan hukum dalam permasalahan ini yang paling dominan adalah: 

1). Faktor Penegak Hukum, tidak semua mungkin aparat penegak hukum dalam 



permasalahan                                                                                      Ananda Djasmine 

permasalahan ini mengerti adanya mekanisme penyelesaian pidana pajak dalam 

kasus ini. 2). Faktor Masyarakat, Masyarakat banyak yang tidak mengerti hukum, 

Masyarakat mungkin kurang setuju dengan permasalahan ini karena kurangnya 

pengetahuan tentang tindak pidana pajak dan masyarakat pada umumnya kurang 

mengetahui arti pentingnya penegakan hukum dalam penghentian penuntutan 

tindak pidana pajak. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: 1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada semua 

pihak agar semua pihak lebih mengetahui adanya proses denda damai yang 

diterapkan oleh kejaksaan dalam tindak pidana pajak. 2. Agar mekanisme denda 

damai dapat dioptimalkan pelaksanaanya oleh semua pihak dalam tindak pidana 

dibidang perpajakan. 

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Jaksa, Tindak Pidana Pajak, Denda 

Damai 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia mengenal adanya Keadilan 

Restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula dan mencegah kejahatan terjadi lebih 

lanjut. Istilah Keadilan Restoratif dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an atau 

dalam terminologi asing disebut dengan Restorative Justice.1 

Restorative justice  bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana 

maupun kriminologi, melainkan telah diterapkan dalam proses peradilan pidana 

konvensional, mulai dari segi penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi. 

Restorative justice tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, 

melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 

pada keadaan semula. Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk 

menerapkan Restorative justice pada saat penyelenggaraan reserse criminal, 

penyelidikan atau penyidikan, yaitu kesepakatan diantara para pihak untuk 

melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-

hak korban, dan penerapan Restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari 

masyarakat. 

Restorative Justice yang diterapkan oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, 

yaitu dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice. Hal ini 

diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian 

penuntutan berdasarkan Restorative justice. Penghentian penuntutan berdasarkan 

Restorative Justice maksudnya adalah penghentian penuntutan perkara pidana yang 

diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Restorative 

                                                      
1 Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

2018, hlm.28. 
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Justice. Melalui pendekatan Restorative Justice, korban dan pelaku tindak pidana 

diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, 

serta menitikberatkan agar kerugian yang dialami oleh korban dapat tergantikan dan 

korban dapat memaafkan pelaku tindak pidana. Dalam konteks Restorative Justice 

mengacu pada pendekatan yang fokus pada memperbaiki dampak yang ditimbulkan 

oleh tindakan kriminal atau konflik, bukan hanya mengenakan hukuman kepada 

pelaku. Prinsip utamanya adalah untuk memulihkan keseimbangan dan 

memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan komunitas. 

Salah satu mekanisme penegakan hukum yang mengedepankan Restorative Justice 

adalah mekanisme denda damai. Dalam konteks Restorative Justice, denda damai 

dapat diterapkan sebagai salah satu bentuk kompensasi kepada korban. Namun, 

Perbedaannya dengan hukuman konvensional adalah bahwa tujuan utamanya 

bukanlah mengisolasi atau menghukum pelaku, melainkan mengembalikan 

keadilan dengan cara memperbaiki kesalahan, merestorasi korban, dan 

memperbaiki hubungan sosial. Konsep denda damai ini menekankan pentingnya 

tanggung jawab sosial dan empati, dimana pelaku diharapkan untuk mengakui 

kesalahan mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan secara aktif 

berpartisipasi dalam proses memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Ini bisa 

termasuk permintaan maaf, pelayanaan masyarakat atau bentuk restorasi lainnya 

yang direkomendasi kan oleh Restorative Justice, Tetapi dalam denda damai, cukup 

memperbaiki permasalahan hanya dengan membayarkan sejumlah denda dan 

perkara akan ditutup demi hukum. 

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankan Restorative Justice 

tersebut maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

(selanjutnya disebut UU Kejaksaan) telah memberikan wewenang secara atribusi 

kepada Jaksa Agung untuk “menangani tindak pidana yang mengakibatkan 

kerugian keuangan negara dan penggunaan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan. 

Penyelesaian perkara dengan penghentian penuntutan berdasarkan denda damai 

yaitu dengan menghentikan perkara diluar pengadilan dengan membayarkan 
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sejumlah denda dengan begitu perkara dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan 

kemuka pesidangan. 

Dalam konteks penegakan hukum, dakwaan yang mengacu Pasal 39 ayat (1) huruf 

i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak 

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 

dan denda paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (6) enam tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang 

dibayar.  

Salah satu kasus yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan denda damai 

oleh penuntut umum, yaitu pada Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa telah terjadi 

tindak pidana di bidang perpajakan pada CV.Karya Timur Perkasa dikarenakan 

adanya perbuatan secara bersama-sama yaitu SONNY FEBRIAN KUSUMA, 

ALIZAR, dan KARLENA sehingga menyebabkan tidak dapat dipenuhinya 

kewajiban perpajakan CV. Karya Timur Perkasa yaitu tidak dilaporkannya SPT 

Masa PPN dan tidak disetorkannya pajak terutang masa pajak Juni 2021. Atas 

berkas perkara tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 

1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Harmonisasi peraturan perpajakan.  

Kasus diatas merupakan hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, setelah selesai melakukan 

penyidikan, berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 44 B Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilakukan 

Penyelesaian Perkara Pajak melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan 
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(SKPP)  atau deponering apabila tersangka dalam tahap penuntutan telah melunasi 

kerugian pada pendapatan Negara seabagimana dimaksud dalam pasal 39 ditambah 

dengan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah 

kurugian pada pendapatan Negara sehingga tidak ada lagi kerugian atau kewajiban 

pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau tersangka. Kemudian Berdasarkan 

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Lampung 

menghentikan penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang selanjutnya 

perkara tidak akan dimajukan ke muka persidangan dan perkara ini nantinya akan 

ditutup demi memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan sebagaimana 

diamaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentutan: a) untuk tindak 

pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b) telah ada pemulihan kembali 

keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice. 

Menurut penulis kebijakan penghentian penuntutan dengan mengedepankan 

Restorative Justice  ini menarik, karena dalam ketentuan hukum pidana formil di 

Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang penghentian penuntutan yang 

bisa dilakukan berdasarkan Restorative Justice Sebelum adanya Peraturan 

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum bisa melakukan penghentian 

penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 

merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kasus 

Denda damai terkhusus pada perkara Kejaksaan Tinggi Lampung. Berkaitan 

dengan hal-hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pajak Melalui Mekanisme 

Denda Damai (Studi Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung : Nomor R-

02/L.8.12/Ft.2/10/2023 ). 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Mekanisme denda damai oleh pihak Kejaksaan dalam 

Tindak Pidana Pajak ? 

2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi Penghentian Penuntutan dalam 

Tindak Pidana Pajak melalui mekanisme denda damai ? 

 

2.  Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah alasan penghentian penuntutan 

tindak pidana pajak melalui mekanisme denda damai dengan menyelidiki faktor-

faktor yang menjadi alasan penghentian penuntutan. Analisis ini akan dilakukan 

melalui pendekatan teori dan studi kasus yang relevan dengan tujuan memberikan 

pemahaman yang mendalam terkait isu yang diteliti. 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari  penelitian 

ini adalah : 

a. Untuk mengetahui keputusan denda damai oleh pihak kejaksaan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan penghentian 

penuntutan dalam tindak pidana pajak. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah 

sebagai berikut: 

a.  Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan 
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dapat menambah serta memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana tentang 

alasan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pajak melalui denda damai. 

b.  Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan atau 

pemikiran terhadap suatu upaya penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan topik penulisan hukum terkait, untuk menambah wawasan bagi    pihak-

pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam 

persoalan penghentian penuntutan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.2 Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penuntutan dan Penghentian Penuntutan  

Penuntutan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia merujuk 

pada kewenangan negara dalam mengatur dan menjalankan proses hukum terhadap 

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Meski tidak secara spesifik 

dijelaskan dalam UUD 1945, proses penuntutan secara umum diatur lebih rinci 

dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang tentang Kejaksaan. 

Penghentian penuntutan adalah keputusan hukum yang diambil oleh jaksa untuk 

menghentikan proses pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Ini bisa 

terjadi pada berbagai tahapan dalam proses hukum, baik sebelum persidangan 

dimulai, selama proses persidangan, atau setelah persidangan, berdasarkan berbagai 

alasan. 

 

 

                                                      
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,1983, hlm.72 
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Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur kewenangan 

penghentian perkara dalam tahap penuntutan yang dapat dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum yang merupakan implementasi dari prinsip dominus litis. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 140 Ayat (2), dasar penghentian penuntutan yaitu:  

a. Tidak terdapat cukup bukti;  

b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan oleh pelaku 

sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), terpaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 

49 KUHP), pelaksanaan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan karena Perintah 

Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), Tersangka/ Terdakwa meninggal dunia, 

Kadaluarsa kasus (Pasal 78 KUHP), terdapat alasan pembenar maupun pemaaf;  

c. Perkara Ditutup Demi Hukum, karena berlakunya asas ne bis in idem (Pasal 76 

KUHP), adanya pembayaran denda tertinggi (Atdoening buiten process) (Pasal 

82 KUHP), pengadu sudah mencabut aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) 

KUHP) berdasarkan P26. 

Perkembangan yang saat ini terjadi, yaitu Penuntut Umum dapat menghentikan 

penuntutan terhadap suatu perkara pidana dengan memenuhi syarat berdasarkan 

Restorative Justice untuk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Restorative 

Justice.  

1). Penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice dilakukan dengan 

memperhatikan 

a. Kepentingan Korban dan Kepentingan hukum lain yang dilindungi; 

b. Penghindaran stigma negatif; 

c. Penghindaran Pembalasan 

d. Respon dan keharmonisan Masyarakat; dan 

e. Kepatuhan, Kesusilaan, dan Ketertiban umum 

2).  Penghentian Penuntutan berdarkan Restorative Justice sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 

b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; 

c. Tingkat ketercelaan; 

d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari Tindak Pidana  

e. Cost and benefit  penanganan perkara 

f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 

g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. 



8 
 

Berdasarkan analisa tersebut di atas, Penulis mengemukakan ide prinsip keadilan 

restoratif yang dapat diterapkan melalui mekanisme denda damai, dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1. Penghentian penuntutan dilakukan dengan memerhatikan:  

a. Kepentingan korban (negara dan masyarakat), yaitu penerimaan negara untuk 

kepentingan masyarakat;  

b. Diberlakukan terhadap tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan tindak 

pidana ekonomi lainnya atau tidak ada unsur tindak pidana korupsi;  

c. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, melalui persetujuan 

Jaksa Agung.  

2. Penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan:  

a. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana, baik berupa kerugian 

maupun akibat yang terjadi,  

b. Pengeluaran biaya dan kemanfaatan dilakukannya penanganan perkara,  

c. Pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaanya atas pembayaran denda 

damai. (hal tersebut sebagai wujud perdamaian antara negara dengan pelaku 

pidana). 

 

Penghentian penuntutan melalui Restorative Justice dalam denda damai tidak dapat 

diterapkan pada semua jenis tindak pidana, penghentian penuntutan ini terkhusus 

pada perkara perpajakan, kepabeanan serta tindak pidana ekonomi yang 

mengakibatkan kerugian perekonomian negara pada ranah bidang Tindak Pidana 

Khusus Kejaksaan R.I. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan berat atau 

dampak sosial yang besar, biasanya tidak dapat diselesaikan dengan cara ini. 

b. Restorative Justice 

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara yang menekankan pada perbaikan 

atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana atau menekankan 

kembali pada keadaan semula karena akibat dari tindak pidana. Tony F . Marshall 

dalam tulisannya : “Restorative Justice on overview” mengatakan Restorative 

Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam 

pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara 

bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi 

kepentingan masa depan.3  

 

                                                      
3 Marlina Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice, Bandung: Refika Editama, 2009 hlm 59 
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Menurut Bagir Manan pengertian Restorative Justice secara umum adalah penataan 

kembali sistem pemidanaaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun 

masyarakat.  Bagir Manan masih menyatakan bahwa Restorative Justice adalah 

cara menyelesikan tindak pidana diluar proses peradilan (out of criminal judicial 

procedure) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengakui acara peradilan 

pidana serta Restorative Justice menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan 

dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan 

kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum 

pelaku tindak pidana.4  

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk 

penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang 

komprehensif dan efektif.  Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan 

para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan 

melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan 

untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Menurut Susan Sharpe dalam 

bukunya yang berjudul “ Restorative Justice a Vision For Hearing and Change “ 

mengungkapkan ada 5 (lima) prinsip dalam Restorative Justice, yaitu: 

1. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus Restorative 

Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat 

terjadinya kejahatan. 

2. Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari elaku secara 

utuh. 

3. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat 

mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. 

Pengertian Restorative Justice  juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik 

Indonesia Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative 

Justice, yaitu pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 

yang menyatakan bahwa, “Restorative Justice  adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk 

                                                      
4 Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, No, 247 (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hlm. 

3.  
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bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semula, dan hukum pembalasan”.  

Penerapan Restorative Justice dilakukan sebelum mengajukan tindakan hukum di 

pengadilan. Mediasi antara pelaku dan korban adalah salah satunya untuk mencari 

penyelesaian masalah, pelaku dan korban dapat menggunakan aparat penegak 

hukum menjadi mediator. Jika tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban, 

maka penegak hukum hanya akan melanjutkan perkara tersebut melalui proses 

pidana. 

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Restorative Justice didasarkan pada 

musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai 

sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan 

kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan 

bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa 

dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam 

memberikan keadilan. Konsep Restorative Justice sebenarnya telah lama 

dipraktekkan masyarakat adat Indonesia. Apabila terjasi suatu tindak pidana oleh 

seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), 

penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa 

melibatkan kegiatan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun 

berdasarkan keinsyafan dan pemaafan. 

C. Faktor-Faktor yang meimpeingaruhi Peineigakan Hukum Pidana 

Adapun faktor-faktor yang meimpeingaruhi peineigakan hukum, meinurut Soeirjono 

Soeikanto antara lain:5 

1. Faktor Hukum (Peirundang-undangan) 

    Faktor ini meimpunyai peiranyang utama dalam peineigakahukum beirlakunya 

kaeidah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaeidah hukum itu seindiri, seirta beilum 

adanya peiraturan peilaksana dan keitidakjeilasan arti kata-kata dalam Undang-

Undang juga dapat meinggangu peineigakan hukum. 

2. Faktor Peineigakan Hukum 

    Meincakup pihak-pihak yang seicara langsung maupun tidak langsung 

beirkeicimpungan dalam bidang peineigakan hukum, beibeirapa halangan yang 

                                                      
55 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 5 
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biasanya dijumpai oleih peineigak hukum dalam rangka meineigakkan hukum yaitu 

kurangnya keimampuan adaptasi, kurang aspirasi, kurang beirfikir maju, 

mateirialistis, kurang inovatif. 

3. Faktor sarana dan prasarana 

   Yang meindukung peineigakan hukum seipeirti sumbeir daya manusia yang 

beirkualitas dan teirampil, peiralatan yang meimadai dan keiuangan yang cukup 

untuk meinghindari peineigakan hukum yang tidak beirjalan lancar seibagaimana 

meistinya 

4. Faktor Masyarakat 

   Yakni, lingkungan, dimana hukum teirseibut beirlaku atau diteirapkan pada 

masyarakat dimana meimpunyai peingaruh yang kuat teirhadap peilaksanaan 

peineigakan hukum, seibab peineigakan hukum beirasal dari keisadaran hukum 

masyarakat deingan tujuan keimajuan beirsama. 

5. Faktor Keibudayaan 

    Seibagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

peirgaulan hidup, yang meirupakan dasar dari beirlakunya hukum adat. 

Beirlakunya hukum teirtulis (Peirundang-undangan) harus meinceirminkan nilai-

nilai yang meinjadi dasar hukum adat untuk meimpeirmudah peineigakan hukum.6 

 

2. Kerangka Konseptual 

Konseip adalah unsur pokok dari peineilitian, peineintuan dan peirincian. Konseip ini 

dinilai sangat peinting agar peirsoalan utama nya tidak meinjadi ambigu. Konseip 

meirupakan suatu hal yang                                 abstrak seihingga peirlu diteirjeimahkan deingan kata-kata 

agar dapat diukur seicara eikspeirimein.  

Maka konseiptualisasi dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikut: 

a. Analisis adalah peinguraian pokok peirsoalan atas bagian-bagian, peineilaahan 

bagian-bagian teirseibut dan hubungan antar bagian untuk meindapatkan 

peingeirtian yang teipat deingan peimahaman seicara meinye iluruh.7 

b. Beirdasarkan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP Peingheintian peinuntutan adalah 

Peinuntut Umum meimutuskan meingheintikan peinuntutan                          kareina tidak teirdapat 

cukup bukti atau peiristiwa teirseibut teirnyata bukan meirupakan tindak pidana 

atau peirkara ditutup deimi hukum. 

c. Tindak pidana adalah suatu peirbuatan yang dilarang dan diancam deingam  

pidana barang siapa yang meilanggar hukum.8 

                                                      
6 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 5 
7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 113 
8 S.R Sinuarti, Asas-Asas  Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2, Jakarta: 
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat dalam proseis peinyusunan yang sisteimatis 

dan mudah dipahami. Hal ini beirtujuan agar peimbaca dapat meingikuti alur 

peimikiran peinulis deingan mudah dan meimahami keisimpulan peineilitian yang 

dibahas atau diteiliti deingan jeilas. Oleih kareina itu, peinulis meinggunakan sisteimatika 

peinulisan yang beirurutan dalam skripsi ini. Sisteimatika ini teirdiri dari beibeirapa 

bab, yaitu: 

 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini beirisikan teintang latar beilakang, peirmasalahan dan ruang lingkup,                    tujuan 

dan keigunaan peineilitian, keirangka teioritis dan konseiptual, seirta sisteimatika 

peinulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini beirisikan tinjauan pustaka dari beirbagai konseip atau kajian yang 

beirhubungan deingan peinyusunan skripsi dan diambil dari beirbagai reifeireinsi atau 

bahan pustaka yang teirdiri dari tugas dan weiweinang Jaksa     seibagai Peinuntut 

Umum, weiweinang Peinuntut Umum dalam peingheintian peinuntutan peirkara 

pidana. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini adalah bab yang meinjadi unsur peinting dari seibuah peineilitian kareina 

beirisikan meitodologi peineilitian yang akan dipaparkan seicara rinci seirta beirisi 

peindeikatan masalah, jeinis dan sumbeir data, Peineintuan Narasumbeir, proseidur 

peingumpulan dan peingolahan data seirta analisis data. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meimuat peimbahasan meingeinai peirmasalahan deingan data yang teilah 

didapat saat peineilitian, teirdiri dari deiskripsi dan analisis meingeinai peingheintian 

                                                      
Alumni,1998,hlm. 208. 
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peinuntutan oleih Peinuntut Umum teirhadap tindak pidana pajak dan Peingheintian 

Peinuntutan oleih Peinuntut Umum meilalui Reistorativei Justicei . 

 

V. PENUTUP 

Bab ini meirupakan peinutup yang didalamnya teirdapat keisimpulan yang dirangkum 

dari peimbahasan yang ada di bab-bab seibeilumnya seirta beirisi saran-saran seikaligus 

seibagai jawaban teirhadap peirmasalahan yang diajukan beirdasarkan hasil 

peineilitian. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum 

Beirdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 teintang Peirubahan 

atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Teintang Keijaksaan Reipublik 

Indoneisia meinyatakan seibagai beirikut : 

1. Keijaksaan Reipublik Indoneisia yang seilanjutnya diseibut Keijaksaan adalah 

leimbaga peimeirintahan yang fungsinya beirkaitan deingan keikuasaan keihakiman 

yang meilaksanakan keikuasaan neigara di bidang peinuntutan seirta   keiweinangan 

lain beirdasarkan Undang-Undang. 

 2. Jaksa adalah peigawai neigeiri sipil deingan jabatan fungsional yang meimiliki 

keikhususan dan meilaksanakan tugas, fungsi, dan keiweinangannya beirdasarkan 

Undang-Undang. 

3. Peinuntut Umum adalah Jaksa yang dibeiri weiweinang oleih Undang- Undang ini 

untuk meilakukan tuntutan dan meilaksanakan peineitapan hakim seirta weiweinang 

lain beirdasarkan Undang-Undang. 

4. Peinuntutan adalah tindakan Peinuntut Umum untuk meilimpahkan peirkara ke i 

Peingadilan Neigeiri yang beirweinang dalam hal dan meinurut cara yang diatur 

dalam hukum acara pidana deingan peirmintaan supaya dipeiriksa dan diputus oleih 

hakim di sidang peingadilan. 

 

Beirdasarkan keiteintuan diatas, teirdapat peirbeidaan peingeirtian istilah “Jaksa” dan 

“Peinuntut Umum”, keidua istilah teirseibut meimpunyai makna yang       beirbeida dalam 

KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 teintang Peirubahan atas 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Teintang Keijaksaan Reipublik Indoneisia. 

Meinurut Lilik Mulyadi istilah “Jaksa” meimpunyai peingeirtian yang dihubungkan 

deingan “Jabatan”, seidangkan istilah “Peinuntut Umum” beirhubungan deingan aspeik 

“fungsi” Jaksa dalam meilakukan peinuntutan dalam peirsidangan peirkara pidana.9 

Peiran Jaksa seibagai peinuntut umum dimulai atau dilakukan seiteilah peinyidik 

keipolisian meinye ileisaikan peinyidikannya dan meinye irahkan beirkas hasil peinyidikan 

peirkara pidana teirseibut keipada Jaksa, seiteilah meimeiriksa dan meineiliti hasil 

                                                      
9 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 47. 
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peinyidikan dari keipolisian, Jaksa akan  meingambil sikap untuk meilakukan 

peinuntutan teirhadap peirkara pidana teirseibut dan seigeira meilimpahkan beirkas 

peirkara keipada peingadilan tingkat          peirtama. 10 

 

Meinurut KUHAP, Jaksa adalah peijabat yang dibeirikan weiweinang untuk beirtindak 

seibagai peinuntut umum seirta meilaksanakan putusan peingadilan yang teilah 

meimpeiroleih keikuatan hukum teitap. Jadi Jaksa seibagai peinuntut umum 

beirweiweinang untuk meilakukan peinuntutan dan meilaksanakan peineitapan hakim. 

Seibagai suatu badan yang beirweinang dalam peineigakan hukum dan keiadilan, 

keijaksaan dipimpin oleih jaksa agung yang dipilih oleih dan beirtanggung jawab 

keipada preisidein. Keijaksaan Agung, Keijaksaan Tinggi, Keijaksaan Neigeiri 

meirupakan keikuasaan Neigara khususnya dibidang Peinuntutan, dimana seimuanya 

meirupakan satu keisatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 ayat (6) a 

dan b, jo Pasal 13 KUHAP). 

Keijaksaan Agung beirkeidudukan di Ibukota neigara Reipublik Indoneisia dan daeirah 

hukumnya meiliputi wilayah keikuasaan neigara Reipublik Indoneisia. Keijaksaan 

Tinggi beirkeidudukan di ibukota provinsi dan daeirah hukumnya meiliputi wilayah 

provinsi. Keijaksaan neigeiri beirkeidudukan di ibukota kabupatein/ kota yang daeirah 

hukumnya meiliputi daeirah kabupatein/kota. Beirdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 teintang Peirubahan atas Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 Teintang Keijaksaan Reipublik Indoneisia, Di bidang pidana keijaksaan 

meimpunyai tugas antara lain:  

a) Meilakukan peinuntutan;  

b) Meilaksanakan peineitapan hakim dan putusan peingadilan yang teilah  

Meilakukan meimpeiroleih keikuatan hukum teitap;  

c) Meilakukan peingawasan teirhadap peilaksanaan putusan pidana beirsyarat, 

putusan pidana peingawasan, dan keiputusan leipas beirsyarat;  

d) Meilakukan peinyidikan teirhadap tindak pidana teirteintu beirdasarkan undang-

undang;  

e) Meileingkapi beirkas peirkara teirteintu dan untuk itu dapat meilakukan 

peimeiriksaan tambahan seibeilum dilimpahkan kei peingadilan yang dalam 

peilaksanaannya dikoordinasi deingan peinyidik; 

 

                                                      
10 Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. 78. 
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Bidang keiteirtiban dan keiteinteiraman umum, peiran keijaksaan turut 

meinye ileinggarakan keigiatan antara lain:  

a) Peiningkatan keisadaran hukum masyarakat;  

b) Peingamanan keibijakan peineigakan hukum;  

c) Peingawasan peireidaran barang ceitakan;  

d) Peingawasan aliran keipeircayaan yang dapat meimbahayakan masyarakat  

dan neigara;  

e) Peinceigahan peinyalahgunaan dan/atau peinodaan agama;  

f) Peineilitian dan peingeimbangan hukum seirta statistik kriminal 

Beirdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 teintang 

Peirubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Teintang Keijaksaan 

Reipublik Indoneisia, meinyatakan bahwa Jaksa Agung meimiliki tugas dan 

weiweinang seibagai beirikut: 

a) Meineitapkan seirta meingeindalikan keibijakan peineigakan hukum dan keiadilan 

dalam ruang lingkup tugas dan weiweinang Keijaksaan; 

b) Meingeifeiktifkan peineigakan hukum yang dibeirikan oleih Undang-Undang; 

c) Meingeisampingkan peirkara deimi keipeintingan umum; 

d) Meingajukan kasasi deimi keipeintingan hukum keipada Mahkamah Agung 

dalam lingkup peiradilan umum, peiradilan tata usaha neigara, peiradilan      

agama dan peiradilan militeir; 

e) Dapat meingajukan peirtimbangan teiknis hukum keipada Mahkamah Agung 

dalam peimeiriksaan kasasi dalam lingkup peiradilan umum, peiradilan tata 

usaha neigara, peiradilan agama, dan peiradilan militeir; 

f) Meinceigah atau meinangkal orang teirteintu untuk masuk atau keiluar wilayah 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia kareina keiteirlibatannya dalam peirkara 

pidana seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang undangan; 

g) Meingoordinasikan, meingeindalikan, dan meilakukan peinyeilidikan, 

peinyidikan, dan Peinuntutan tindak pidana yang dilakukan beirsama oleih 

orang yang tunduk pada peiradilan umum dan peiradilan militeir; 

h) Seibagai peinyidik dan Peinuntut Umum dan peilaksana putusan peingadilan 

yang teilah meimpeiroleih keikuatan hukum teitap peirkara tindak pidana 

peilanggaran hak asasi manusia yang beirat; 

i) Meindeileigasikan seibagian keiweinangan Peinuntutan keipada Oditur Jeindeiral     

untuk meilakukan Peinuntutan, 

Jeinis-Jeinis Peingheintian Peinuntutan yang bisa dilakukan Jaksa: 

1. Peingheintian Peinuntutan Beirdasarkan Peirtimbangan Keipeintingan Umum: 

Jika jaksa meinilai bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak layak untuk 

dilanjutkan kei peingadilan, baik kareina alasan hukum maupun kareina 

dampak sosial yang teirlalu beisar dibandingkan deingan peilanggaran 

teirseibut. 
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2. Peingheintian Peinuntutan Kareina Alasan Subyeiktif atau Objeiktif:  

a). Subye iktif: Misalnya, peilaku adalah anak di bawah umur, atau teilah  

meincapai keiseipakatan damai deingan korban. 

b).  Objeiktif: Beirdasarkan kurangnya bukti yang cukup atau jika peirbuatan 

yang didakwakan tidak meimeinuhi unsur pidana. 

Peiran jaksa dalam peingheintian peinuntutan sangat krusial kareina jaksa meimiliki 

keiweinangan dan tanggung jawab untuk meimastikan bahwa proseis hukum beirjalan 

seisuai deingan prinsip keiadilan, baik untuk korban, peilaku, maupun masyarakat. 

Dalam hal peingheintian peinuntutan, jaksa beirpeiran dalam beibeirapa aspeik beirikut: 

1. Meinilai Keilayakan Peinuntutan: Jaksa beirtugas untuk meinilai apakah 

peirkara yang ditangani layak untuk dilanjutkan kei peingadilan atau tidak. 

Jika dalam proseis peinyidikan atau peimeiriksaan diteimukan bahwa tidak ada 

bukti yang cukup atau jika tindak pidana yang dilakukan tidak meimeinuhi 

unsur hukum yang dipeirlukan, jaksa dapat meimutuskan untuk 

meingheintikan peinuntutan. 

2. Meingajukan Peingheintian Peinuntutan: Beirdasarkan Pasal 109 KUHAP, 

jaksa meimiliki keiweinangan untuk meingajukan peingheintian peinuntutan 

apabila diteimukan alasan yang sah, seipeirti kurangnya bukti, adanya alasan 

peimbeinar, atau alasan lain yang diatur oleih hukum. Jaksa juga bisa 

meingajukan peingheintian peinuntutan beirdasarkan prinsip reistorativei 

justicei, yaitu apabila ada peirdamaian antara peilaku dan korban, dan peilaku 

meinunjukkan itikad baik untuk meimpeirbaiki tindakannya. Dalam hal ini, 

jaksa meimfasilitasi proseis meidiasi dan meimastikan bahwa keiputusan 

teirseibut adil bagi seimua pihak. 

3. Meinjaga Keipeintingan Uimuim dan Keiadilan: Jaksa tidak hanya beirfokuis 

pada huikuiman bagi teirdakwa, teitapi juiga haruis meimpeirtimbangkan 

keipeintingan uimuim dan keiadilan seicara meinyeiluiruih. Jaksa haruis 

meimastikan bahwa peingheintian peinuintuitan tidak meiruigikan masyarakat 

dan tidak meinyalahguinakan keiweinangannya. Dalam peingheintian 

peinuintuitan, jaksa juiga haruis meimastikan bahwa keipuituisan teirseibuit seisuiai 

deingan huikuim yang beirlakui dan tidak beirteintangan deingan prinsip-prinsip 

hu ikuim yang leibih tinggi. 
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4. Fasilitasi Peinyeileisaian deingan Reistorativei Juisticei: Dalam beibeirapa kasuis, 

jaksa dapat meimfasilitasi peinyeileisaian peirkara deingan peindeikatan 

reistorativei juisticei, di mana teirdakwa dan korban meilakuikan meidiasi uintuik 

meincapai keiseipakatan damai. Jaksa meimastikan bahwa proseis meidiasi 

beirlangsuing seicara adil dan bahwa keiseipakatan yang dicapai tidak 

meiruigikan salah satui pihak. Jika keiseipakatan teircapai, jaksa dapat 

meingheintikan peinuintuitan beirdasarkan hasil meidiasi teirseibuit. 

5. Meilakuikan Peingawasan teirhadap Proseis Peingheintian Peinuintuitan: Seiteilah 

peingheintian peinuintuitan dilakuikan, jaksa beirpeiran dalam meimastikan 

bahwa peilakui meinjalani keiwajibannya seisuiai deingan keiseipakatan yang 

teilah dibuiat. Ini bisa meilipuiti ganti ruigi keipada korban, peimbinaan, ataui 

reihabilitasi bagi peilakui. Jaksa beirtangguing jawab uintuik meingawasi bahwa 

tindak lanjuit dari peingheintian peinuintuitan, seipeirti peimeinuihan keiseipakatan 

damai ataui reihabilitasi, dilakuikan deingan baik. 

6. Meinyuisuin Suirat Peingheintian Peinuintuitan: Jika keipuituisan uintuik 

meingheintikan peinuintuitan suidah final, jaksa meinyuisuin suirat keipuituisan 

peingheintian peinuintuitan yang akan disampaikan keipada pihak teirkait, 

seipeirti peinyidik, peingadilan, dan teirdakwa. Suirat ini meinyatakan seicara 

reismi bahwa peirkara teirseibuit tidak akan diteiru iskan kei peingadilan. 

B. Penghentian Penuntutan 

Beirdasarkan Pasal 1 Ayat 7 KUiHAP, peinuintuitan adalah tindakan peinuintuit uimuim 

uintuik meilimpahkan peirkara pidana kei peingadilan neigeiri yang beirweinang dalam 

hal dan meinuiruit cara yang diatuir dalam uindang-uindang ini deingan peirmintaan 

suipaya dipeiriksa dan dipuituis oleih hakim di sidang peingadilan. Beirdasarkan 

peingeirtian teirseibuit meinyatakan bahwa yang beirweinang uintuik meilakuikan tu intuitan 

adalah peinuintuit uimuim saja, hal ini diseibuit deingan dominuis litis yang artinya 

keiweinangan muitlak dibeirikan keipada Peinuintuit Uimuim uintuik meinuintuit peirkara 

pidana di peirsidangan.11 Atang Ranoeimihardja meinyatakan bahwa, peinu intuitan 

dapat diartikan seibagai peinye irahan beirkas peirkara keipada Peingadilan Neigeiri oleih  

                                                      
11 Jesica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak 

Pidana Terorisme, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 4 2019, hlm. 2595-2596. 



19 
 

Peinuintuit Uimuim agar beirkas peirkara teirseibuit dapat diajuikan kei sidang 

Peingadilan.12 

Neigara Reipuiblik Indoneisia meingeinal duia asas dalam tuintuitan yaitui asas Leigalitas 

dan asas Opportuinitas. Peingeirtian keiduia asas teirseibu it seibagai beirikuit:  

a. Asas leigalitas adalah Peinuitu it Uimuim diwajibkan meilakuikan tuintuitan teirhadap 

seitiap orang yang meilakuikan suiatui tindak pidana dimana tindakan teirseibuit 

diseingaja mauipuin tidak teitap haruis meinjalankan huikuiman. Asas ini adalah suiatui 

peirwuijuidan dari asas Eiquiality beiforei thei law.  

b. Asas oppuirtuinitas yaitui Jaksa seilakui Peinuintuit Uimuim tidak diwajibkan 

meilaku ikan tuintuitan teirhadap seiseiorang meiskipuin seiseiorang teilah meilakuikan 

tindak pidana yang dapat di proseis seicara huikuim.13  

 

Adapuin azas yang diguinakan dalam peingheintian peinuintuitan Reistorativei Juisticei  ini 

yaitui: 

a) Keiadilan;  

b) Keipeintingan uimuim;  

c) Proporsionalitas;  

d) Pidana seibagai jalan teirakhir; dan 

e) Ceipat, seideirhana dan biaya ringan  

Seisuiai deingan peirnyataan diatas, Peinuintuit Uimuim dapat meilakuikan peingheintian 

peinuintuitan jika tidak teirdapat cuikuip buikti ataui peiristiwa teirseibuit teirnyata buikan 

meiruipakan tindak pidana, seisuiai deingan Pasal 140 Ayat (2) KUiHAP yang 

meinyatakan bahwa, “Dalam hal Peinuintuit Uimuim meimuituiskan uintuik meingheintikan 

peinuintuitan kareina tidak teirdapat cuikuip buikti ataui peiristiwa teirseibuit teirnyata 

buikan meiruipakan tindak pidana ataui peirkara dituituip deimi huikuim, Peinuintuit Uimuim 

meinuiangkan hal teirseibuit dalam suirat keiteitapan” 

Peinuintuit uimuim beirweinang meinuituip peirkara deimi keipeintingan huikuim beirdasarkan  

Pasal 3 ayat (2) dalam hal: 

a) Teirdakwa meininggal duinia; 

b) Kadalu iarsa peinuintuitan pidana; 

c) Teilah adanya puituisan peingadilan yang meimpeiroleih keikuiatan huikuim teitap  

teirhadap seisorang atas peirkara yang sama (neibeis in ideim); 

d) Peingaduian uintuik tindak pidana aduian dicabuit atau i ditarik keimbali; ataui 

                                                      
12 Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, 

hlm. 26. 
13 Hadari Djenawi Tahir, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 37. 
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e) Teilah ada peinyeileisaian peirkara di luiar peingadilan (afdoeining buiitein proceiss). 

Pasal 3 ayat (3) Peinye ileisaian peirkara diluiar peingadilan oleih peinuintuit uimuim dapat 

dilakuikan deingan keiteintuian: 

1) Uintuik tindak pidana  teirteintui, maksmimuim pidana deinda dibayar deingan 

suikareila seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan; ataui  

2) Teilah ada peimuilihan keimbali keiadaan seimuila deingan meingguinakan Reistorativei 

Juisticei  Pasal 4 ayat (1) Peingheintian Peinuintuitan beirdasarkan Reistorativei Juisticei  

dilaku ikan dneigan meimpeirhatikan: 

a). Keipeintingan korban dan keipeintingan huikuim yang dilinduingi; 

b). Peinghindaran stigma neigatif; 

c). Peinghindaran Peimbalasan; 

d). Reispon dan keiharmonisan masyarakat; dan 

ei). Keipatuihan, keisuisilaan, dan keiteirtiban uimuim. 

Peingheintian Peinuintuitan beirdasarkan Reistorativei Juisticei teirseibuit dapat dilakuikan 

deingan meimpeirtimbangkan suibjeik, objeik, kateigori, dan ancaman tindak pidana. 

Keimuidian latar beilakang teirjadinya ataui dilakuikannya tindak pidana, seilanjuitnya 

tingkat keiteirceilaan dan keiruigian ataui akibat yang ditimbuilkan dari tindak pidana, 

cost and beineifit peinangan peirkara, peimuilihan keimbali pada keiadaan seimuila, seirta 

adanya peirdamaian antara korban dan teirsangka. 

Pasal 1 ayat (1) Peirja No. 15 Tahuin 2020 meinjeilaskan bahwa Reistorativei Juisticei  

adalah peinyeileisaian peirkara tindak pidana deingan meilibatkan peilakui, korban, 

keiluiarga peilakui ataui korban, dan pihak yang teirkait uintuik seicara beirsama-sama 

meincari peinye ileisaian yang adil deingan meineikankan peimuilihan keimbali pada 

keiadaan seimuila dan buikan peimbalasan. Syarat-syarat reistorativei juisticei diatuir 

dalam Pasal 5 (lima) Peirja No. 15 Tahuin 2020, yakni teirsangka barui peirtama kali 

meilakuikan tindak pidana, suidah ada peirdamaian, hanya diancam deingan pidana 

deinda ataui pidana peinjara tidak leibih dari 5 tahuin, dan nilai barang buikti ataui nilai 

keiruigian yang ditimbuilkan akibat tindak pidana tidak leibih dari Rp2.500.000,- (Duia 

juita lima ratuis ribui ruipiah). Uintuik tindak pidana yang dilakuikan teirhadap orang, 

tuibuih, nyawa dan keimeirdeikaan orang, keiteintuian meingeinai batas nilai keiruigian 

yang tidak leibih dari Rp2.500.000,- (Duia juita lima ratuis ribui ruipiah) dapat 

dikeisampingkan dan uintuik tindak pidana yang dilakuikan kareina keilalaian, 

keiteintuian meingeinai ancaman hu ikuiman pidana yang tidak leibih dari 5 (lima) tahuin 
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dan batas nilai keiruigian yang tidak boleih leibih dari Rp2.500.000,- (Duia juita lima 

ratuis ribu i ruipiah) juiga dapat dikeisampingkan, keicu iali teirdapat keiadaan/kriteiria 

yang beirsifat kasuiistik yang meinuiruit peirtimbangan Peinuintuit Uimuim deingan 

peirseituiju ian Keipala Cabang Keijaksaan Neigeiri ataui Keipala Keijaksaan Neigeiri tidak 

dapat diheintikan peinuintuitan beirdasarkan Reistorativei Juisticei. 

Beirdasarkan Peiratuiran Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 Tahuin 2020, ada 

beibeirapa tahapan yang haruis dilaluii dalam peingheintian peinuintuitan meilaluii 

peindeikatan reistorativei juisticei: 

1. Kriteiria Kasuis yang Dapat Diheintikan Peinuintuitannya: 

a. Tindak pidana yang dilakuikan buikan meiru ipakan tindak pidana beirat 

(misalnya, tindak pidana ringan seipeirti peincu irian keicil, peirkeilahian, atau i 

peilanggaran administrasi). 

b. Tindak pidana teirseibuit dilakuikan peirtama kali dan teirdakwa meinuinjuikkan 

itikad baik uintuik beirtangguing jawab. 

c. Teirjadi peirdamaian antara korban dan teirdakwa. 

2. Proseis Peirdamaian: 

a. Jaksa akan meilakuikan meidiasi antara korban dan teirdakwa, di mana keiduia 

pihak dapat beirneigosiasi uintuik meincapai keiseipakatan yang dapat diteirima 

keiduia beilah pihak. Ini bisa beiruipa peirmintaan maaf, ganti ruigi, ataui beintuik 

peinye ileisaian lain yang diseituijuii. 

b. Jika peirdamaian teircapai, jaksa akan meinilai bahwa peinuintuitan tidak 

dipeirluikan lagi dan dapat meingheintikan peirkara teirseibuit beirdasarkan 

prinsip reistorativei juisticei. 

3. Peinyeileisaian Tanpa Sidang Peingadilan: 

Jika keiseipakatan teircapai, jaksa dapat meingheintikan peinuintuitan dan 

meingeiluiarkan suirat peingheintian peinuintuitan. Dalam hal ini, peilakui tidak akan 

meilaluii proseis peiradilan leibih lanjuit. 

4.  Peilaksanaan Tindak Lanjuit: 

Teirkadang, seibagai bagian dari peinye ileisaian, peilakui bisa diminta uintuik 

meinjalani peimbinaan atau i reihabilitasi, baik itui dalam beintuik konseiling, 

peilatihan, ataui beintuik reihabilitasi lain uintuik meimpeirbaiki peirilakui meireika. 

Adanya Peirja No.15 Tahuin 2020 yang dahuiluinya peingheintian peinuintuitan hanya 

dapat dilakuikan seicara teirbatas seibagaimana yang diteintuikan dalam Pasal 140 

KUiHAP maka deingan beirlaku inya peirja ini fleiksibeilitas teirhadap keiweinangan 

peinuintuit uimuim uintuik meingeilu iarkan suiatui dikreisi teirkait peingheintian peinu intuitan 

deingan peirtimbangan leibih meingeideipankan prinsip Reistorativei Juisticei deingan kata 

lain keibijakan peingheintian peinuintuitan beirdasarkan Peirja ini ini meimbuika ruiang 
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bagi peilakui dan korban seicara beirsama-sama dalam meiruimuiskan peinyeileisaian 

peirmasalahan guina dilakuikannya peimuilihan keiadaan seimuila. 

Peineirapan prinsip Reistorativei Juisticei itui teirgantuing pada sisteim huikuim apa yang 

dianuit oleih suiatui neigara. Jika dalam sisteim huikuim itui tidak meingheindaki, maka 

tidak bisa dipaksakan peineirapan Reistorativei juisticei teirseibuit. Dapat disimpuilkan 

bahwa prinsip Reistorativei Juisticei meiruipakan pilihan dalam meindeisain sisteim 

huikuim su iatui neigara. Walauipuin suiatui neigara tidak meinganuitnya, akan teitapi tidak 

meinuituip keimuingkinan uintuik diteirapkan prinsip keiadilan reistoratif teirseibu it guina 

meimbeirikan keiadilan, keipastian dan keimanfaatan huikuim. 

Peineirapan Reistorativei Juisticei oleih keijaksaan meiru ipakan jawaban atas seibuiah 

keibuituihan huikuim dan nilai-nilai yang hiduip dimasyarakat dan meiruipakan seibuiah 

meikanismei yang haruis dibanguin dalam peilaksanaan keiweinangan peinu intuitan 

dalam uipaya meilakuikan peimbaharuian huikuim pidana. Peimbaharuian huikuim deingan 

meingikuiti peirkeimbangan sisteim dan meitodei huikuim yang ceindeiruing meingikuiti 

peirkeimbangan keiadilan masyarakat, deingan meimbeibani peilakui keijahatan deingan 

keisadaranya meingakuii keisalahan, meiminta maaf dan meingeimbalikan keiru isakan 

dan meinganti keiruigian korban seipeirti seimuila. Beirkas peirkara dari pihak keipolisan 

dan keijaksaan meiruipakan modal dasar dari peilaksanaan analisis huikuim, analisis 

huikuim yaitui peineirapan huikuim seicara formil dan peineirapan huikuim seicara mateiriil. 

Dalam konteiks peinyeileisaian peirkara tindak pidana deingan Reistorativei Juisticei, 

peindeikatan ini meimandang tindak pidana seibagai peilanggaran teirhadap huibuingan 

dan keiseiimbangan sosial, buikan hanya seibagai peilanggaran teirhadap huikuim 

seimata. Tuijuian uitamanya adalah meimuilihkan keiruisakan yang teirjadi akibat tindak 

pidana dan meimbanguin keimbali huibuingan yang ruisak antara korban, peilakui, dan 

masyarakat. Dalam proseis Reistorativei Juisticei, korban meimiliki peiran aktif dalam 

peinye ileisaian peirkara. Meireika meimiliki keiseimpatan uintuik beirbagi peingalaman 

meireika, meingeikspreisikan peirasaan dan keibuituihan meireika, seirta beirpartisipasi 

dalam meineintuikan cara peimuilihan yang teipat. Korban juiga dibeirikan keiseimpatan 

uintuik meimpeiroleih kompeinsasi ataui reistituisi atas keiruigian yang dideirita. Seilain itui, 

Reistorativei Juisticei juiga meilibatkan peilakui tindak pidana. Peilakui dihadapkan pada 

konseikuieinsi dari peirbuiatannya dan didorong uintu ik beirtangguing jawab atas 
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tindakan meireika.  Meireika dibeirikan keiseimpatan uintuik meimpeirbaiki keisalahan dan 

beirkontribuisi dalam proseis peimuilihan, seipeirti meingakuii peirbuiatannya, meiminta 

maaf, dan meilakuikan uipaya u intuik meingeimbalikan keiruigian yang ditimbuilkan. 

Seilama proseis Reistorativei Juisticei, meidiator ataui fasilitator meimainkan peiran 

peinting dalam meimfasilitasi dialog antara korban dan peilakui. Dialog ini beirtuijuian 

uintuik meimbanguin peimahaman, eimpati, dan duikuingan antara keiduia beilah pihak. 

Meidiator meimbantui dalam meincapai keiseipakatan yang meimadai bagi korban dan 

meindorong peilakui uintuik meingambil tangguing jawab atas tindakannya. 

Peineirapan Reistorativei Juisticei seitidaknya haruis meimeinuihi tiga hal meilipuiti:  

a. Meingideintifikasi dan meingambil langkah uintuik meimpeirbaiki 

keiru igian/keiruisakan (ideintifiying and taking steips to reipair harm).  

b. Meilibatkan seimuia pihak yang beirkeipeintingan (involving all stakeiholdeirs).  

c. Transformasi dari pola di mana neigara dan masyarakat meinghadapi peilakui 

deingan peingeinaan sanksi pidana meinjadi pola huibuingan koopeiratif antara 

peilakui di satui sisi deingan masyarakat/korban dalam meinye ileisaikan masalah 

akibat keijahatan. 

Huikuim Acara Pidana di Indoneisia dalam peinyeileisaian peirkara pidana meimpuinyai 

5 (lima) tahapan, yaitui: 

a) Tahapan yang peirtama adalah peinyeilidikan dan peinyidikan yang dilakuikan 

oleih Peinyidik 

b) Tahap yang keiduia adalah tahap prapeinuintu itan dan peinuintuitan yang 

dilakuikan oleih Peinuintuit Uimuim 

c) Tahap yang keitiga adalah peimeiriksaan di peingadilan yang dilaksanakan oleih 

Majeilis Hakim 

d) Tahap yang keieimpat adalah peilaksanaan puituisan hakim yang dilaksanakan 

oleih Jaksa 

e) Tahapan yang keilima adalah peingawasan peilaksanaan huikuiman 

dilaksanakan oleih Hakim.14 

Peinuintuit Uimuim dalam hal meimuituiskan uintuik meilakuikan meingheintikan 

peinuintuitan teirhadap suiatui peirkara pidana yang seidang ditanganinya, suidah 

seiharuisnya peingheintian peinuintuitan teirseibuit diseirtai deingan alasan-alasan yang 

teipat seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-uindangan. Peingheintian peinu intuitan 

peirkara pidana teirjadi pada tahap prapeinuintuitan ataui tahap yang teipat beirada antara 

                                                      
14 Luhut M. P. Panagaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan 

Praperadilan, Eskpesi, pledoi, duplik, Memori banding, kasasi dan peninjauan kembali, Jakarta 

Papas Sinar Simanti, 2004, hlm. 33.  
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tahap peinyidikan dan tahap peinuintuitan. Meinuiruit Andi Hamzah, peingeirtian 

prapeinuintuitan meiruipakan tindakan peinuintuit uimuim uintuik meimbeirikan peituinjuik 

uiuintuik meileingkapi hasil peinyidikan ataui meimbeirikan arahan keipada peinyidik 

uintuik meilakuikan peinye impuirnaan peinyidikan teirseibu it, pada dasarnya meiru ipakan 

keilanjuitan dari peinyidikan itui seindiri.15 Di dalam pasal 140 ayat (2) KUiHAP, 

diteintuikan ada 3 (tiga) alasan yang meinjadi dasar peingheintian peinuintuitan, yaitui: 

a) Tidak teirdapat cuikuip buikti 

b) Peiristiwa teirseibuit buikan meiruipakan tindak pidana 

c) Peirkara dituituip deimi huikuim.16 

 

Peirkara dituituip deimi huikuim, kareina alasan: 

1. Teirdakwa meininggal duinia dalam Pasal 77 KUiHP, bahwa peinuintuitan meinjadi 

guiguir apabila teirdakwa meininggal duinia apabila seiorang teirdakwa meininggal 

duinia seibeiluim ada puituisan teirakhir dari peingadilan maka hak meinuintuit guiguir 

2. Kadalu iarsa ataui leiwat waktui; Dalam Pasal 78 ayat 1 KUiHP: Hak meinuintuit 

huikuiman guiguir  kareina leiwat waktuinya: 

a) Meingeinai seimuia peilanggaran dan keijahatan yang dilakuikan deingan 

peirceitakan seisuidah satui tahuin 

b) Meingeinai keijahatan yang diancam deingan pidana, pidana kuiruingan, ataui 

pidana peinjara paling lama tiga tahuin, seisuidah einam tahuin 

c) Meingeinai keijahatan yang diancam deingan pidana peinjara leibih dari tiga 

tahu in, seisuidah duia beilas tahuin meingeinai keijahatan yang diancam deingan 

pidana mati ataui pidana peinjara seiuimuir hiduip, seisuidah deilapan beilas tahuin. 

d) Nei Bis In Ideim  diatuir dalam Pasal 76 ayat (1) KUiHP “ Keicuiali dalam hal 

puitu isan hakim masih muingkin diuilangi, orang tidak boleih dituintuit duia kali 

kareina peirbuiatan yan oleih hakim indoneisia teirhadap dirinya teilah diadili 

deingan puituisan yang meinjadi teitap.17 

 

Peinyeileisaian peirkara di luiar peingadilan meinuiruit  Reistorativei Juisticei dalam deinda 

damai meimbeirikan soluisi bagi wajib pajak dan peimeirintah uintuik meinye ileisaikan 

masalah peirpajakan tanpa meilibatkan proseis huikuim formal. Ini teirmasuik keibijakan 

seipeirti amneisti pajak, peingu irangan deinda, peinye ileisaian administratif, dan 

neigosiasi, yang beirtuijuian uintu ik meimpeirbaiki keipatuihan pajak, meiningkatkan 

peineirimaan neigara, seirta meingu irangi beiban peiradilan. Deingan adanya meikanisme 

 

                                                      
15 Andi Hamza, hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, 
16 Husein, Harun M. 1991, penyedikan dan penuntutan dalam proses pidana. PT. Rineka Cipta 

Jakarta. 
17 Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum 

pidana. 
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iini, diharapkan masalah peirpajakan dapat diseileisaikan deingan leibih eifisiein dan 

tanpa meinambah beiban bagi sisteim huikuim. 

Peingheintian peinuintuitan dapat dibeirikan keipada wajib pajak yang meimeinuihi syarat 

teirteintui, deingan keiteintuian seibagai beirikuit: 

1. Peingheintian Peinuintuitan Pidana dan Administratif: Wajib pajak yang teirlibat 

dalam peilanggaran pajak, seipeirti peinghindaran pajak (tax eivasion) ataui 

keilalaian dalam peilaporan pajak, dapat dibeirikan peingheintian peinuintuitan pidana 

ataui peinuintuitan administratif, jika meireika beirseidia uintuik meilaporkan keiwajiban 

pajak yang beiluim dipeinuihi ataui yang tidak dilaporkan seibeiluimnya dalam 

peiriodei teirteintui yang diteitapkan dalam program amneisti. 

2. Peimbeibasan Sanksi: Peimeirintah dapat meimbeirikan peimbeibasan ataui 

peinguirangan atas deinda dan buinga pajak yang haruis dibayar, seirta meinghapuis 

sanksi pidana bagi wajib pajak yang meingikuiti program amneisti dan meimbayar 

keiwajibannya seisuiai keiteintu ian. 

Deingan adanya peingheintian peinuintuitan ini, wajib pajak dapat meinghindari proseis 

huikuim yang leibih panjang dan biaya yang leibih tinggi, seirta meimpeiroleih 

keiseimpatan uintuik meimpeirbaiki statuis pajaknya. Peingheintian peinuintuitan meinuiruit 

Reistorativei Juisticei yang meingeideipankan fiscal reicoveiry meimbeirikan manfaat baik 

bagi neigara mauipuin wajib pajak. Bagi neigara, ini dapat meiningkatkan peineirimaan 

pajak dan meimpeirbaiki kondisi fiskal, seimeintara bagi wajib pajak, peingheintian 

peinuintuitan meimbeirikan keiseimpatan uintuik meimpeirbaiki keisalahan peirpajakan 

tanpa haruis meinghadapi proseis huikuim yang panjang ataui sanksi beirat. Program 

fiscal reicoveiry, seipeirti Tax Amneisty, adalah salah satui contoh konkreit dari 

keibijakan ini yang meingarah pada peinyeileisaian masalah peirpajakan seicara leibih 

eifisiein dan meimbeirikan inseintif keipada wajib pajak uintuik meimeinuihi keiwajiban 

peirpajakannya.  

 

C. Tindak Pidana Pajak 

Meinuiruit Uindang-Uindang No. 28 Tahuin 2007 teintang Keiteintuian Uimuim dan Tata 

Cara Peirpajakan, Pajak adalah kontribuisi wajib keipada neigara yang teiruitang oleih 

orang pribadi ataui badan yang beirsifat meimaksa beirdasarkan Uindang-Uindang, 



26 
 

deingan tidak meindapatkan imbalan seicara langsuing dan diguinakan uintuik keipeirluian 

neigara bagi seibeisar-beisarnya keimakmuiran rakyat. 

Pajak adalah kontribuisi wajib keipada neigara yang teiru itang oleih orang pribadi ataui 

badan yang beirsifat meimaksa beirdasarkan Uindang-Uindang, deingan tindak 

meindapatkan imbalan seicara langsuing dan diguinakan uintuik keipeirluian neigara bagi 

seibeisar-beisarnya keimakmuiran rakyat dan tindak pidana lazimnya dikeilompokkan 

dalam;  

1. Peilanggaran Peilanggaran adalah tindak pidana yang dilakuikan kareina keialpaan 

(cuilpoos) artinya bahwa tindak pidana itui dilakuikan tidak deingan seingaja, 

meilainkan teirjadi kareina peilakuinya alpa, kuirang meimeirhatikan Pasal 38 

Uindang-uindang No. 16 Tahuin 2000 Teintang Peiru ibahan Keiduia Atas Uindang-

Uindang No. 6 Tahuin 1983 Teintang Keiteintuian Uimuim Tata Cara Peirpajakan 

seilanju itnya diseibuit (UiUi KUiP), keiadaan ataui khilaf (pasal 38 KUiP, dan pasal 24 

UiUi PBB. UiUi No. 12 Tahuin 1994).  

2. Keijahatan Keijahatan adalah peirbuiatan yang dilaku ikan deingan seingaja (doleiuis) 

dan dilakuikan deingan sadar deingan maksuid uintuik meinguintuingkan diri seindiri 

yang meiruigikan oranglain ataui masyarakat. Su iatui peirbuiatan itui teirmasuik 

“peilanggaran” ataui “keijahatan” diteintuikan oleih Uindang- Uindang. Dalam pasal 

38 dan 39 UiUi No. 28 Tahu in 2007 teintang keiteintuian Uimuim dan Tata Cara 

Peirpajakan yang seilanjuitnya diseibuit (KUiP). Sanksi tindak pidana “keijahatan” 

adalah leibih dari sanksi “peilanggaran”. 

 

Seibeiluim meinjeilaskan apa yang meinjadi deifinisi dari tindak pidana pajak, teirleibih 

dahuilui dikeimuikakan deifinisi tindak pidana. Istilah tindak pidana meiru ipakan 

teirjeimahan dari strafbaar feiit dari bahasa Beilanda, didalam KUiHP tidak teirdapat 

peinjeilasan meingeinai apa seibeinarnya yang dimaksu id deingan strafbaar feiit itui 

seindiri. Dalam bahasa Beilanda strafbaar feiit teirdapat duia uinsuir peimbeintuik kata, 

yaitui strafbaar dan feiit. Peirkataan feiit dalam bahasa Beilanda diartikan “seibagian 

dari keinyataan”, seidang strafbaar beirarti dapat “dihuikuim”, seihingga seicara 

harafiah peirkataan strafbaar feiit beirarti “seibagian dari keinyataan yang dapat di 

huikuim”. Oleih kareina itui teirjeimahan istilah strafbaar feiit kei dalam bahasa 

Indoneisia meinimbuilkan banyak istilah, antara lain tindak pidana, peiristiwa pidana, 

peirbuiatan yang boleih dihuikuim, peirbuiatan pidana, dan deilik.18 

 

                                                      
18 Insan al-Anshari, 2012, Tindak Pidana Perpajakan, Straftrecht Study Center, Jakarta, Hal. 13. 
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Meinuiruit Said Sampara dan H.M. Insan tindak pidana pajak adalah suiatui peirbuiatan 

yang dapat dikeinakan sanksi pidana kareina meiruipakan peilanggaran dan keijahatan 

meinuiruit Uindang-Uindang pajak dan peirbuiatan teirseibuit dilakuikan deingan keisalahan 

oleih wajib pajak, fiskuis pajak, dan pihak keitiga yang mampui beirtangguingjawab. 

Peineikanannya teirdapat pada peirbuiatan, keisalahan, dan sanksi seibagai bagian 

peimbeintu ik uitama deifinisi tindak pidana pajak. 

 

Tindak pidana pajak adalah suiatui peirbuiatan yang dapat dikeinakan sanksi pidana 

kareina meiruipakan peilanggaran dan keijahatan meinuiru it uindang-uindang pajak dan 

peirbuiatan teirseibuit dilakuikan deingan keisalahan oleih wajib pajak, fiskuis pajak, dan 

pihak keitiga yang mampui beirtangguingjawab. Peineikanannya teirdapat pada 

peirbuiatan, keisalahan, dan sanksi seibagai bagian uitama deifinisi tindak pidana pajak.  

Tindak pidana pajak meiruijuik pada seigala beintuik peilanggaran ataui keijahatan yang 

teirkait deingan huikuim pajak. Ini meincakuip seirangkaian tindakan ataui peirilakui yang 

meilanggar keiteintuian-keiteintuian pajak yang beirlakui di suiatui neigara. Seilain itui, 

deifinisi meingeinai tindak pidana pajak juiga teirmasuik dalam atuiran teiknis pajak.  

Seicara speisifik, pada Pasal 1 angka 5 Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan (PMK) Nomor 

239/PMK.03/2014 s.t.d.d PMK 242/PMK.03/2014, Teintang tata cara peimeiriksaan 

buikti peirmuilaan tindak pidana di bidang pajak. Atuiran teirseibuit beirbuinyi "Tindak 

Pidana pajak adalah peirbuiatan yang diancam sanksi pidana oleih uindang-u indang 

pajak yang meilipuiti Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 

41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Uindang-Uindang KUiP, Pasal 24 dan Pasal 25 

Uindang-Uindang PBB. Tindak pidana pajak dapat meincakuip beirbagai aktivitas, 

seipeirti peinyampaian informasi palsui ataui tidak leingkap keipada otoritas pajak, 

peinghindaran pajak yang meilibatkan peinyalahgu inaan ceilah huikuim tanpa 

meilibatkan keibohongan, ataui tindakan peinipuian dan peinggeilapan teirhadap 

peimbayaran pajak yang seiharu isnya dilakuikan”. 

Peineigakan huikuim teirhadap tindak pidana pajak dilaku ikan oleih Direiktorat Jeindeiral 

Pajak (DJP), deingan keirja sama dari Keipolisian dan Keijaksaaan. Proseis peineigakan 

huikuim dapat meilibatkan beibeirapa tahap: 

1. Peinyidikan Pajak: Otoritas pajak meilakuikan peinyidikan jika teirdapat duigaan 

tindak pidana pajak. Peinyidikan dapat dimu ilai seiteilah teimuian dalam 
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peimeiriksaan pajak ataui laporan dari masyarakat ataui pihak teirkait. Peinyidikan 

ini dilakuikan oleih peinyidik pajak yang beirweinang. 

2. Proseis Peinyidikan oleih Keipolisian ataui Keijaksaan: Jika buikti-buikti meingarah 

pada tindak pidana pajak yang leibih seiriuis, peinyidikan pajak dapat diteiruiskan 

kei pihak Keipolisian ataui Keijaksaan uintuik diproseis leibih lanjuit seisuiai deingan 

huiku im pidana. 

3. Peinu intuitan di Peingadilan: Seiteilah peinyidikan seileisai dan buikti cuikuip, kasuis 

ini akan diteiruiskan kei peingadilan uintuik disidangkan. Jika teirbuikti beirsalah, 

peilakui akan dijatuihi huikuiman seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang beirlakui. 

4. Peimu ilihan Pajak yang Tidak Dibayar: Seilain hu ikuiman pidana, wajib pajak 

yang teirbuikti meilakuikan tindak pidana pajak juiga diwajibkan uintuik meimbayar 

pajak yang beiluim dibayar, teirmasuik buinga dan deinda. 

Sanksi pidana uintuik tindak pidana pajak dalam Uindang-uindang pajak tidak ada 

yang beiru ipa huikuiman mati ataui huikuiman seiuimuir hiduip, teitapi hanya huikuiman 

peinjara yang tidak leibih dari 6 (einam) tahuin. Peirlui dipeirhatikan bahwa keiteintuian 

huikuim pidana uimuim yang teircantuim dalam pasal 1 sampai deingan 85 beirlakui juiga 

uintuik fakta tindak pidana yang diatuir dalam UiUi lain (seipeirti UiUi Pajak, Beia dan 

Cuikai, dan Imgrasi).  

Di Indoneisia, tindak pidana pajak diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 28 Tahuin 

2007 teintang Keiteintuian Uimuim dan Tata Cara Peirpajakan (KUiP), seirta 

peiruibahannya yang teirbarui dalam Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2021 teintang 

Harmonisasi Peiratuiran Peirpajakan. Beibeirapa jeinis tindak pidana pajak dan pasal-

pasal teirkait adalah seibagai beirikuit: 

1. Peinggeilapan Pajak (Pasal 39A) Pasal 39A meingatuir teintang peinggeilapan pajak 

deingan seingaja tidak meilaporkan ataui meinguirangi juimlah pajak yang teiruitang, 

ataui meingguinakan dokuimein yang tidak beinar uintuik meinguirangi pajak. 

2. Peinyampaian Data dan Informasi yang Tidak Beinar (Pasal 39B). Pasal 39B 

meingatuir teintang peinyampaian data dan informasi yang tidak beinar ataui 

meinye isatkan keipada peijabat pajak yang dapat meiruigikan neigara. 

3. Peimalsuian Dokuimein Pajak (Pasal 39C). Pasal 39C meinjeilaskan meingeinai 

tindak pidana peimalsuian dokuimein yang beirkaitan deingan pajak yang beirtuijuian 

uintuik meinguirangi keiwajiban pajak. 

4. Peinyalahguinaan Keiweinangan oleih Peijabat Pajak (Pasal 39D). Pasal 39D 

meingatuir teintang tindak pidana yang dilakuikan oleih peijabat pajak yang 

meinyalahguinakan keiweinangannya uintuik keipeintingan pribadi ataui pihak lain. 
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5. Tidak Meimbayar Pajak (Pasal 39Ei). Pasal 39Ei meinye ibuitkan teintang tindak 

pidana tidak meimbayar pajak yang seiharuisnya dibayar seiteilah ada keiteitapan 

pajak. 

6. Tidak Meilakuikan Keiwajiban Administrasi Peirpajakan (Pasal 39F). Pasal 39F 

meingatuir teintang tidak meilaksanakan keiwajiban administrasi peirpajakan, 

seipeirti tidak meilakuikan peincatatan ataui peilaporan yang dipeirluikan. 

7. Peinyampaian SPT yang Salah (Pasal 39G). Pasal 39G meingatuir teintang 

peinyampaian Suirat Peimbeiritahuian (SPT) yang salah ataui tidak beinar yang 

beirtu ijuian uintuik meinguirangi pajak yang teirhuitang. 

 

Dalam uindang-uindang pajak tidak dijeilaskan apa yang dimaksuid deingan tindak 

pidana pajak, namuin deimikian dalam keipuistakaan huikuim dapat diseibuitkan bahwa 

yang dimaksuid deingan tindak pidana (deilict) adalah suiatui peirbuiatan yang 

peilakuinya dapat dikeinakan hu ikuiman pidana. Apabila keiteintuian yang dilanggar 

beirkaitan deingan uindang-uindang pajak, diseibuit deingan tindak pidana pajak dan 

peilakuinya dapat dikeinakan uindang-uindang pajak, diseibuit deingan tindak pidana 

pajak dan peilakuinya dapat dikeinakan huikuim pidana.19  

Peilanggaran teirhadap keiwajiban pajak yang dilakuikan oleih Wajib Pajak seipanjang 

meinyangkuit tindakan administrasi pajak dikeinakan sanksi administrasi, seidangkan 

yang meinyangkuit tindak pidana pajak, dikeinakan sanksi pidana dan uintuik 

meingeitahuii teilah teirjadinya su iatui tindakan pidana pajak maka peirlui dilakuikan 

peimeiriksaan uintuik meincari, meinguimpuilkan, meingeilolah data ataui keiteirangan 

lainnya u intuik meinguiji keipatuihan peimeinuihan keiwajiban pajak dan uintuik tuijuian 

lain dalam rangka meilaksanakan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan pajak. 

Seilain itui teiladan baik dan inteigritas dan mayoritas aparat peineigak huikuim muitlak 

haruis baik, kareina meireika sangat reintan dan teirbuika peiluiang bagi praktik su iap dan 

peinyalahguinaan weiweinang. Uiang dapat meimpeingaru ihi proseis peinyidikan, proseis 

peinuintuitan dan puituisan yang dijatuihkan.20  

 

                                                      
19 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, Hal. 65 
20 Bustamar Ayza, 2017, Hukum Pajak Indonesia, Kencana , Hal . 214 
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Dalam hal tindak pidana pajak ada beibeirapa uinsuir atau i eileimein tindak pidana pajak 

antara lain:  

a. Uinsu ir Suibjeik adalah peilaku i suiatui tindak pidana yang dalam Pasal 39 dan Pasal 

39A UiUi KUiP diseibuitkan deingan seitiap orang ini keimuidian diteigaskan dalam 

Pasal 43 UiUi KUiP deingan meinye ibuitkan teirmasu ik wakil, kuiasa, peigawai dari 

wajib pajak, ataui pihak lain yang meinyuiruih meilakuikan, yang tuiruit seirta 

meilakuikan, yang meinganjuirkan, ataui yang meimbantui meilakuikan tindak 

pidana di bidang pajak. Dari ruimuisan tiga pasal teirseibuit, dapat disimpuilkan 

bahwa suibjeik, adalah orang pribadi (natuiraliijk peirsoon), badan (reicht 

peirsoon), dan pihak lain.  

b. Uinsu ir Peirbuiatan adalah peirbuiatan-peirbuiatan di bidang pajak yang meimeinuihi 

ruimu isan dalam UiUi dan beirsifat meilawan huikuim. Uinsuir Akibat Peirbuiatan-

peirbu iatan pidana yang diruimuiskan dalam pasal-pasal teirseibuit di atas, meimiliki 

uinsu ir akibat dari suiatui keiadaan yang dilarang. Misalnya, Pasal 38 UiUi KUiP, 

yang meinyeibuitkan bahwa seitiap orang yang kareina keialpaannya meilakuikan 

peirbu iatan tidak meinyampaikan Suirat Peimbeiritahuian (SPT), ataui 

Meinyampaikan Suirat Peimbeiritahuian, teitapi isinya tidak beinar atau i tidak 

leingkap, ataui meilampirkan keiteirangan yang isinya tidak beinar Teirkait 

peirbu iatan yang teilah diseibuitkan teirseibuit, meinimbuilkan keiruigian pada 

peindapatan neigara, dideinda paling seidikit satui kali juimlah pajak teiruitang yang 

tidak ataui kuirang dibayar dan paling banyak duia kali juimlah pajak teiruitang 

yang tidak ataui kuirang dibayar, ataui dipidana kuiruingan paling singkat tiga 

builan ataui paling lama 1 satui tahuin. Dari buinyi Pasal 38 UiUi KUiP teirseibuit, 

jeilas diseibuitkan uinsuir akibat dari peirbuiatan yang dilarang, yakni beiruipa 

timbuilnya keiruigian pada peindapatan neigara. 

c. Uinsu ir Keisalahan meiruipakan salah satui syarat peinjatuihan pidana, beiruipa 

peirhu ibuingan keiadaan jiwa peilakui teirhadap peirbuiatannya. Hal ini dikeinal 

deingan meins reia, yakni niat peilakui. Ini baik beiru ipa keialpaan (cuilpa) mauipuin 

keiseingajaan (doluis) dalam meilakuikan suiatui peirbu iatan yang dilarang.  

Peinyidikan dan peinguimpuilan buikti-buikti ini, dilakuikan uintuik meimpeirjeilas 

teirjadinya tindak pidana pajak yang teirjadi, seirta meineimuikan teirsangka.  Jika 

beirkas peirkara peinyidikan teilah dinyatakan leingkap oleih Jaksa, maka proseis 
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dilanjuitkan deingan peilimpahan keiweinangan atas beirkas peirkara, teirsangka, dan 

barang buikti kei peingadilan.21 Tindak pidana pajak dapat meincakuip beirbagai 

aktivitas, seipeirti peinyampaian informasi palsui ataui tidak leingkap keipada otoritas 

pajak, peinghindaran pajak yang meilibatkan peinyalahguinaan ceilah huikuim tanpa 

meilibatkan keibohongan, atau i tindakan peinipuian dan peinggeilapan teirhadap 

peimbayaran pajak yang seiharuisnya dilakuikan. Seitiap neigara meimiliki huikuim pajak 

yang beirbeida-beida, dan peilanggaran teirhadap huiku im-huikuim ini dapat dikeinai 

sanksi, muilai dari deinda hingga huikuiman peinjara.  

Peineigakan tindak pidana pajak peinting uintuik meimastikan keipatuihan warga neigara 

dan peiruisahaan teirhadap keiteintu ian peirpajakan, seirta u intuik meinduikuing peindapatan 

neigara yang dipeirluikan uintuik meindanai beirbagai program dan layanan peimeirintah. 

Sifat meilawan huikuim dan keisalahan dalam huiku im pidana yang beirlakui di 

Indoneisia, khuisuisnya KUiHP yang sampai seikarang masih beirlakui meinganu it teiori 

monistis yang meinyatakan bahwa sifat meilawan huiku im (weideirreichteilijkheiid) dan 

keisalahan (schuild) meiruipakan uinsuir tindak pidana (strafbaar feiit). Uintuik 

meimeinuihi suiatui peirbuiatan seibagai suiatui tindak pidana, KUiHP meinsyaratkan 

adanya u insuir-uinsuir uitama yang haruis dipeinuihi, yaitui sifat meilawan huikuim 

(weideirreichtteilijkheiid) dan keisalahan (schuild).  Dari peingeirtian-peingeirtian teirseibuit 

dapat disimpuilkan bahwa ciri-ciri yang meileikat pada peingeirtian pajak adalah 

seibagai beirikuit: 

1. Pajak dipuinguit beirdasarkan uindang seirta atuiran peilaksanaannya yang sifatnya 

dapat dipaksakan. 

2. Dalam peimbayaran pajak tidak dapat dituinjuikkan adanya kontrapreistasi 

individuial oleih peimeirintah. 

3. Pajak dipuinguit oleih neigara baik peimeirintah puisat mauipuin peimeirintah daeirah. 

4. Pajak dipeiruintuikkan bagi peingeiluiaran-peingeiluiaran peimeirintah, yang bila dari 

peimasuikannya masih teirdapat suirpluis, dipeirguinakan uintuik meimbiayai        puiblic 

inveistmeint. 

5. Pajak dapat puila meimpuinyai tuijuian seilain buidgeiteir, yaitui meingatuir. 

 

 

                                                      
21 Suandy, Early, 2003, Perencanaan Pajak, Jakarta Selemba Empat. Hal, 83 
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Peinyeileisaian seicara damai dalam peirpajakan uimuimnya meincakuip duia aspeik 

peinting: 

1. Peinghindaran Proseis Pidana: Wajib pajak yang meilanggar keiteintuian 

peirpajakan, seipeirti peinggeilapan pajak ataui keilalaian dalam peilaporan, dapat 

meinghindari tuintuitan pidana deingan meilakuikan peinyeileisaian administrasi 

beiruipa peimbayaran deinda ataui ganti ruigi keipada neigara. Dalam hal ini, 

peinye ileisaian seicara damai meimuingkinkan peinyeileisaian seingkeita peirpajakan 

tanpa peirlui meilaluii peirsidangan pidana yang panjang. 

2. Peinyeileisaian Administratif: Deinda administratif yang leibih ringan dapat 

dikeinakan pada wajib pajak yang tidak meimeinuihi keiwajiban peirpajakannya, 

misalnya kareina keiteirlambatan dalam peilaporan ataui peimbayaran pajak. 

Dalam beibeirapa kasuis, wajib pajak dapat beirneigosiasi deingan otoritas pajak 

uintuik meindapatkan peingu irangan deinda jika meireika beiritikad baik uintuik 

meinye ileisaikan keiwajiban peirpajakan meireika. 

D. Pengertian Denda Damai dalam Hukum Pidana 

Beirdasarkan mateiri Pasal 82 KUiHP jeilas dikeitahuii bahwa peinyeileisaian di luiar 

sidang peingadilan hanya beirlakui uintuik peilanggaran teirteintui yaitui peilanggaran 

yang seimata-mata diancam deingan huikuiman deinda dan tidak teirhadap peilanggaran 

yang diancam deingan huikuiman yang alteirnatif. Peinyeileisaian di luiar sidang 

peingadilan meiruipakan suiatu i cara meingguiguirkan hak meinuintuit teirhadap 

peilanggaran yaitui deingan cara meimbayar huikuiman deinda yang teirtinggi 

seibagaimana diancam teirhadap peilanggaran itui.  

Peineirapan deinda damai dalam peingheintian peinuintuitan meiruipakan salah satui 

alteirnatif peinye ileisaian peirkara pidana yang leibih meinguitamakan peinye ileisaian 

seicara damai antara peilakui dan korban, tanpa meilaluii proseis peiradilan. Peindeikatan 

ini seiring kali diteirapkan dalam Reistorativei Juisticei, di mana peilakui, korban, dan 

masyarakat beirsama-sama meincari soluisi yang adil dan meimuilihkan keiadaan, 

daripada hanya meimbeirikan hu ikuiman. 
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Deinda damai dalam huikuim pidana di Indoneisia beiluim diatuir seicara eiksplisit dalam 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), namuin konseip ini dapat diteirapkan 

meilaluii beibeirapa keiteintuian yang meimuingkinkan peinyeileisaian peirkara pidana di 

luiar proseis peingadilan, seipeirti: 

1. Prinsip Reistorativei Juisticei: Deinda damai seiring kali dipandang seibagai bagian 

dari peindeikatan reistorativei juisticei dalam huikuim pidana. Reistorativei juisticei 

beirtuiju ian uintuik meincapai peinyeileisaian peirkara meilaluii meidiasi dan 

keiseipakatan antara peilakui dan korban. Dalam peindeikatan ini, peilaku i dapat 

diminta uintuik meimbayar ganti ruigi ataui deinda keipada korban seibagai beintuik 

peimuilihan keiruigian yang dideirita oleih korban akibat tindak pidana yang 

dilaku ikan. 

2. Peiratu iran Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 Tahuin 2020: Peiratu iran ini 

meingatuir peingheintian peinu intuitan beirdasarkan prinsip Reistorativei juisticei. 

Dalam hal ini, jaksa dapat meingheintikan peinuintuitan teirhadap peilakui jika 

teirdapat keiseipakatan antara peilakui dan korban yang meincakuip ganti ruigi atau i 

peimbayaran deinda seibagai bagian dari peinyeileisaian di luiar peingadilan. 

3. Pasal 142 KUiHAP (Keiteintuian Uimuim teintang Peinye ileisaian di Luiar Peingadilan): 

Meiskipuin tidak meinye ibuitkan "deinda damai" seicara khuisuis, dalam beibeirapa 

kasuis, huikuim Indoneisia meimuingkinkan peinyeileisaian peirkara pidana deingan 

cara yang leibih reistoratif, teirmasuik keimuingkinan uintuik meinghindari proseis 

pidana leibih lanjuit jika peilakui dan korban seipakat u intuik meinyeileisaikan peirkara 

seicara damai, yang kadang-kadang meilibatkan peimbayaran seijuimlah uiang. 

Salah satui meikanismei peinye ileisaian di luiar peingadilan salah satuinya meilaluii 

meikanismei deinda damai. Dasar huikuim dari peinyeileisaian di luiar acara deingan 

deinda damai adalah asas oportu initas. Maksuidnya asas ini ialah suiatui peinyeileisaian 

di luiar sidang bilamana suidah dilanggarnya suiatui tindak pidana yang hanya 

diancam deingan deinda.  Bahwa afdoeining buiitein proceis haruislah dilakuikan dimuika 

hakim yakni deingan meimbayar seicara suikareila seiju imlah deinda yang diancam 

Uindang-Uindang. Asas ini beirmaksuid deingan dibayarnya juimlah uiang deinda yang 

diteitapkan Uindang-Uindang teirdakwa tidak peirlui dijatu ihkan suiatui vonis hakim lagi. 
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Deinda damai adalah peinye ileisaian diluiar acara beirarti peinyeileisaian peirkara tanpa 

meimajuikannya keimuika peirsidangan peingadilan deingan peimbayaran deinda damai 

yang diseipakati Antara Keijaksaan Aguing deingan teirsangka. Deinda damai ataui 

schikking diatuir dalam pasal 29 reichtein ordonnantiei. Seihari-hari schikking 

diteirjeimahkkan deingan deinda koreiksi, deinda damai, deinda ganti schikking ini tidak 

beirlakui jika tindak pidana teirseibuit dianggap keijahatan.  

Muidzakkir meingeimuikakan beibeirapa kateigorisasi seibagai tolak uikuir teirhadap 

peirkara yang dapat diseisuiaikan di luiar peingadilan meilaluii meiidasi peinal adalah 

seibagai beirikuit : 

1. Peilanggaran huikuim pidana teiseibuit tidak teirmasuik kateigori deilik aduian yang 

beirsifat absoluit mauipuin aduian yang beirsifat reiaktif. 

2. Peilanggaran huikuim pidana teirseibuit meimiliki pidana deinda seibagai ancaman 

pidana meilanggar teilaah meimbayar deinda teirseibuit (Pasal 80 KUiHP) 

3. Peilanggaran huikuim pidana teirseibuit teirmasuik kateigori peilanggaran buikan 

keijahatan yang hanya diancam deingan pidana deinda.  

4. Peilanggaran huikuim pidana teirseibuit teirmasuik tindak pidana dibidang huikuim 

adminitrasi yang meineimpatkan sanksi pidana seibagai uiltimuim reimeidiuim. 

5. Peilanggaran huikuim pidana teirseibuit teirmasuik kateigori ringan/seirba ringan dan 

aparat huikuim meingguinakan weiweinangnya uintuik meilakuikan diskreisi. 

6. Peilanggaran huikuim pidana biasa yang diheintikan ataui tidak diproseis 

keipeingadilan (deiponeir) oleih Jaksa Aguing seisuiai deingan weiweinang huikuim 

yang diambilnya. 

7. Peilanggaran huikuim pidana teirseibuit teirmasuik kateigori peilanggaran huikuim 

pidana adat yang diseileisaikan meilaluii leimbaga adat. Deinda damai, shikking 

diatuir dalam pasal 29 reichtein ordonnantiei meiruipakan suiatui beintuik peirluiasan 

dalam tindak pidana eikonomi apalagi peinyeileisaian di luiar sidang di dasarkan 

atas asas oportuinitas beirbeida deingan pasal 82 KUiHP. 

 

Tuijuian Deinda damai antara lain : 

1. Meimpeirbaiki Administrasi Peirpajakan : Meinguirangi beiban administrasi di DJP 

teirkait deingan kasuis peilanggaran pajak yang beiluim diseileisaikan. 

2. Meiningkatkan Keipatuihan Pajak: Deingan meimbeirikan keiseimpatan keipada wajib 

pajak u intuik meimbayar pajak meireika tanpa haruis meinghadapi deinda yang beisar, 

diharapkan dapat meiningkatkan tingkat keipatuihan peirpajakan. 

3. Peinyeileisaian Seingkeita Pajak: Meimbeirikan keiseimpatan keipada wajib pajak yang 

meimiliki seingkeita pajak deingan DJP uintuik meinyeileisaikan masalah teirseibuit 

seicara damai deingan peinguirangan deinda. 

4. Peiningkatan Peindapatan Neigara: Deinda damai meimbeiri keiseimpatan keipada 

neigara uintuik meiningkatkan peineirimaan pajak tanpa haruis meilaluii proseis 

panjang peingadilan. 
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Deinda damai seiring kali ditawarkan oleih peimeirintah seibagai alteirnatif 

peinye ileisaian seingkeita ataui keiwajiban peirpajakan yang timbuil akibat keisalahan 

administrasi ataui keitidakpatuihan teirhadap keiwajiban peirpajakan. Program ini bisa 

beiruipa keiringanan ataui peingu irangan deinda, yang meimuingkinkan wajib pajak 

uintuik meinye ileisaikan masalah pajaknya tanpa haruis meilaluii jaluir litigasi yang leibih 

ruimit atau i peimbeibanan sanksi yang leibih beirat. 

Peingguinaan  deinda  damai  meimiliki peirbeidaan  deingan Pleia  Bargain, Deifeirreid 

Proseicuition Aggreimeint (seilanju itnya diseibuit DPA) dan Meidiasi Peinal. Peingguinaan   

deinda   damai   beirbeida   deingan  pleia bargain.   Dalam pleia bargain dan DPA, 

meiskipuin keiseipakatan teirjadi diluiar peirsidangan namuin masih  meimbuituihkan  

peineitapan  dari  hakim.  Beirbeida  deingan  peingguinaan deinda  damai  dimana  

puituisan  akhirnya  beirdasarkan  keipuituisan  Jaksa  Aguing ataui  peijabat  yang  

dituinjuik  oleih  Jaksa  Aguing.  Keimuidian,  peirbeidaan  antara peingguinaan  deinda  

damai  dan  meidiasi  peinal.  Meiskipuin  keiduianya dilakuikan diluiar   peingadilan   dan   

tidak   meimeirluikan   puituisan   hakim,   namuin   dalam peingguinaan deinda damai 

tidak ada peiran meidiator seibagai pihak keitiga yang meineingahi  peilakui  tindak  

pidana  dan  korban,  meilainkan  huibuingan  huikuim yang teirjadi antara peilakui tindak 

pidana deingan Jaksa Aguing. 

 

Deinda Damai dalam Peirpajakan adalah salah satui konseip dalam sisteim peirpajakan 

di Indoneisia, yang beirkaitan deingan keibijakan peimbeirian keiringanan ataui 

peinguirangan deinda bagi wajib pajak yang ingin meinyeileisaikan keiwajiban 

peirpajakannya dalam kondisi teirteintui, deingan cara meimbayar keiwajiban pajak dan 

deinda dalam waktui yang diteintu ikan. 

Weiweinang peinuintuitan dipeigang oleih peinuintuit uimu im seibagai monopoli artinya 

tiada badan lain yang boleih meilakuikan itui. Ini diseibuit dominuis litis di tangan 

peinuintuit uimuim ataui jaksa. Dominuis beirasal dari bahasa latin yang artinya peimilik. 

Hakim tidak dapat meiminta su ipaya deilik diajuikan keipadanya. Jadi hakim hanya 

meinuinggui saja tuintuitan dari peinuintuit uimuim.  
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Huikuim acara pidana dikeinal adanya suiatui badan khuisuis yang dibeiri weiweinang 

uintuik meilakuikan tuintuitan keipeingadilan yang diseibuit peinuintuit uimuim hal teirseibuit 

teirlihat dalam Pasal 1 buitir 6 hu iruif a dan b dan Pasal 137 KUiHAP yang beirbuinyi 

seibagai beirikuit :  

a. Pasal 1 buitir 6 huiruif a : Jaksa adalah peijabat yang dibeiri weiweinang oleih uindang-

uindang ini uintuik beirtindak seibagai peinuintuit uimuim seirta meilaksanakan puituisan 

peingadilan yang teilah meimpeiroleih keikuiatan huikuim teitap.  

b. Pasal 1 buitir 6 huiruif b : Peinuintuit uimuim adalah jaksa yang dibeiri weiweinang oleih 

uindang-uindang ini uintuik meilakuikan peinuintuitan dan meilaksanakan peineitapan 

hakim.  

c. Pasal 137 Peinuintuit uimuim beirweinang meilakuikan peinuintuitan teirhadap siapapuin 

yang didakwakan meilakuikan suiatui tindak pidana dalam daeirah huikuimnya dan 

meilimpahkan peirkara keipeingadilan yang beirweinang meingadili. 

Seidangkan meingeinai asas oportuinitas diatuir dalam Pasal 35c Uindang-Uindang No. 

16 Tahuin 2004 teintang Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia deingan teigas meinyatakan 

asas oportuinitas dianuit di Indoneisia. Pasal teirseibuit beirbuinyi seibagai beirikuit : 

“Jaksa Aguing dapat meingeinyampingkan peirkara beirdasarkan keipeintingan 

uimuim”. Keibeiradaan asas oportuinitas dipeirteigas lagi dalam peinjeilasan Pasal 77 

KUiHAP yang beirbuinyi : “Yang dimaksuid peingheintian peinuintuitan tidak teirmasuik 

peingeinyampingan peirkara uintuik keipeintingan uimuim yang meinjadi weiweinang 

Jaksa Agu ing. Seibeiluim keiteintuian itui dalam prakteik teilah dianuit asas itui”. 

Asas ini beirarti tidak dapat leibih dari satui kali suiatu i seingkeita ataui peirkara yang 

sama diajuikan keimuika sidang peingadilan. Dalam hal ini timbuil duia peindapat 

meingeinai hal ini :  

1. Bahwa suiatui peirkara yang teilah diseileisaikan di luiar acara (Schikking) tidak dapat 

di majuikan dimuika peirsidangan peingadilan lagi kareina :  

a. Tidak ada keipuituisan Jaksa Aguing meingeinai peinyeileisaian di luiar acara 

seisuiai deingan asas oportuinitas yang ada di tangan Jaksa Aguing.  

b. Teirsangka teilah meimbayar deinda damai yang meiruipakan sanksi juiga.  

c. Beirdasarkan atas apa yang teircantuim di atas seisuiai “Thei Ruilei Of Law” dan  

keipastian huikuim maka peirkara yang teilah diseileisaikan di luiar acara 

(schikking) tidak dapat dimajuikan lagi keimuika peirsidangan peingadilan, Jadi 

beirlakui asas neibis in ideim  

 

2. Bahwa kareina beiluim ada keipuituisan hakim, maka masih dapat dimajuikan         

keipeirsidangan peingadilan. 

Seicara keiseiluiruihan, keibijakan deinda damai dalam peirpajakan dapat dilihat 
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seibagai uipaya uintuik meinciptakan sisteim peirpajakan yang leibih baik dan eifisiein, 

seirta meimbeirikan keiseimpatan bagi wajib pajak uintuik meimpeirbaiki peilaporan 

dan keiwajiban peirpajakan meireika tanpa haruis dibeibani oleih deinda yang beisar 

ataui proseiduir yang ruimit.  

 

D. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum 

Adapuin faktor-faktor yang meimpeingaruihi peineigakan huikuim, meinuiruit Soeirjono 

Soeikanto antara lain:22 

1) Faktor huikuimnya seindiri. 

2) Faktor peineigak huikuim, yakni pihak-pihak yang meimbeintuik mauipuin 

meineirapkan huikuim. 

3) Faktor sarana ataui fasilitas yang meinduikuing peineigakan huikuim. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkuingan dimana hu ikuim teirseibuit beirlaku i ataui 

diteirapkan. 

5) Faktor keibuidayaan, yakni seibagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manuisia di dalam peirgauilan hiduip. 

Keilima Faktor teirseibuit di atas saling beirkaitan deingan eiratnya, oleih kareina 

meiruipakan eiseinsi dari peineigakan huikum i, seirta juiga meiruipakan tolok uikuir daripada 

eifeiktivitas peineigakan huikuim. 

1. Faktor Huikuim (Uindang-Uindang) 

Masalah-masalah yang teirjadi ataui gangguian teirhadap peineigakan huikuim yang 

beirasal dari uindang-uindang mu ingkin diseibabkan keireina :23 

a. Tidak diikuitinya asas-asas beirlakuinya uindang-uindang, 

b. Beiluim adanya peiratuiran peilaksanaan yang sangat dibuituihkan uintuik 

meineirapkan uindang-uindang 

c. Keitidak jeilasan arti kata-kata di dalam uindang-uindang yang meingakibatkan 

keisimpangsiuiran di dalam peinafsiran seirta peineirapannya. 

 

2. Faktor Peineigakan Huikuim 

Ruiang lingkuip dari istilah “ peineigak huikuim” adalah luias seikali. Di dalan tuilisan 

ini yang dimaksuidkan deingan peineigak huikuim akan dibatasi pada kalangan yang 

seicara langsuing beirkeicimpuing di dalam bidang peineigakan huikuim yang tidak hanya 

                                                      
22 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 5 
23 Ibid, hlm. 17-18 



38 
 

meincakuip law einforceimeireint, akan teitapi juiga Peiacei mainteinacei. Meincakuip 

meireika yang beirtuigas di bidang-bidang keihakiman, keijaksaan, keipolisian, 

keipeingacaraan dan peimasyarakatan.24 

Peineigakan Huikuim meiruipakan golongan panuitan dalam masyarakat yang 

heindaknya meimpuinyai keimampuian-keimampuian teirteintui, seisuiai deingan  aspirasi 

masyarakat. Meireika haruis dapat beirkomuinikasi dan meindapatakan peingeirtian dari 

golongan sasaran, di samping mampui meimbawakan ataui meinjalankan peiranan 

yang dapat diteirima oleih meireika. Keicuiali dari itui, maka golongan panuitan haruis 

meimanfaatkan uinsuir-uinsuir pola tradisional teirteintu i, seihingga meinggairahkan 

partisipasi dari golongan sasaran ataui masyarakat lu ias. Golongan panuitan  juiga 

haruis dapat meimilih waktui dan lingkuingan yang teipat di dalam meimpeirkeinalkan 

norma-norma ataui kaidah-kaidah huikuim yang barui, seirta meimbeirikan keiteiladanan 

yang baik.25 

Halangan-Halangan yang muingkin dijuimpai pada peineirapan yang seiharuisnya dari 

golongan panuitan ataui peineigak huikuim, muingkin beirasal dari dirinya seindiriataui 

dari lingkuingan. Halangan-halangan yang meimeirluikan peinangguilangan teirseibuit, 

adalah:26 

a. Keiteirbatasan keimampuian uintuik meineimpatkan diri dala m peiranan pihak lain 

deingan siapa dia beirinteiraksi, 

b. Tingkat aspirasi yang reilatif beiluim tinggi, 

c. Keigairahan yang sangat teirbatas uintuik meimikirkan masa deipan, seihingga 

suilit seikali uintuik meimbuiat suiatui proyeiksi, 

d. Beiluim adanya keimampu ian uintuik meinuinda peimuiasan suiatui keibu ituihan 

teirteintui,  teiruitama keibuitu ihan mateirial, 

e. Kuirangnya daya inovatif yang seibeinarnya meiruipakan  pasangan 

konseirvatismei. 

 

Halangan-halangan teirseibuit dapat diatasi deingan cara meindidik, meilatih, dan 

meimbiasakan diri uintuik meimpu inyai sikap-sikap, seibagai beirikuit;27 

a. Sikap yang teirbuika teirhadap peingalam-peingalaman mauipuin peineimuian 

peineimuian-peineimuian barui, Artinya, seibanyak muingkin meinghilangkan 

prasangka teirhadap hal-hal yang barui ataui yang beirasal dari luiar, seibeiluim 

dicoba manfaatnya. 

                                                      
24 Ibid, hlm. 19 
25 Ibid ,hlm. 34 
26 Ibid, hlm. 34-35 
27 Ibid, hlm. 35-36 
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b. Seinantiasa siap uintuik meineirima peiruibahan-peiruibahan seiteilah meinilai 

keikuirangan-keikuirangan yang ada pada saat itu i. 

c. Peika teirhadap masalah-masalah yang teirjadi di seikitarnya deingan dilandasi 

su iatui keisadaran bahwa peirsoalan-peirsoalan teirseibuit beirkaitan deingan 

dirinya. 
 

d. Seinantiasa meimpuinya informasi yang seileingkap muingkin meingeinai 

peindiriannya. 

e. Orieintasi kei masa kini dan masa deipan yang seibeinarnya meiruipakan suiatui 

uiruitan. 

f. Meinyadari akan poteinsi-poteinsi yang ada di dalam dirinya, dan peircaya 

bahwa poteinsi-poteinsi teirseibuit dapat dikeimbangkan. 

g. Beirpeigang pada suiatui peireincanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang 

bu iruik). 

h. Peircaya pada keimampuian ilmui peingeitahuian dan teiknologi di dalam 

meiningkatkan keiseijahteiraan uimat manuisia. 

 

Salah satui peinyeibab leimahnya peineigakan huikuim  di Indoneisia adalah masih 

reindahnya moralitas aparat peineigak huikuim (Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat) 

seirta juidicial corruiption yang suidah teirlanjuir meindarah daging seihngga sampai 

saat ini suilit seikali dibeirantas. Peineigakan huikuim hanya bisa dilakuikan apabila 

leimbaga-leimbaga huikuim (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) beirtindak 

profeisional, juijuir dan meiruipakan  prinsip-prinsip good goveirnancei.28 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Tanpa adanya sarana dan fasilitas teirteintui, maka tidak muingkin peineigakan huikuim 

akan beirlangsuing deingan lancar. Sarana dan fasilitas, antara lain, meincakuip teinaga 

manuisia yang beirpeindidikan dan teirampil, organisasi yang baik, peiralatan yang 

meimadai, keiuiangan yang cuikuip dan seiteiruisnya. Kalaui hal-hal itui tidak teirpeinuihi, 

maka mu istahil peineigakan huiku im akan meincapai tuijuiannya.29 

Oleih kareina itui, uintuik masalah sarana dan fasilitas, seibaiknya dianuiti jalan pikiran 

seibagai beirikuit:30 

a. Yang tidak ada – diadakan yang barui beituil, 

b. Yang ruisak ataui salah – dipeirbaiki ataui dibeituilkan, 

c. Yang kuirang – ditambah 

 

 

                                                      
28 Budi Rizki Husin, 2020, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung. Heros FC, hlm. 5. 
29 Ibid, hlm. 37. 
30 Ibid, hlm. 44. 
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d. Yang maceit – dilancarkan 

ei. Yang muinduir ataui meirosot – dimajuikan ataui ditingkatkan 

 

4. Faktor Masyarakat 

Peineigakan huikuim beirasal dari masyarakat dan beirtuijuian uintuik meincapai 

keidamaian di dalam masyarakat. Oleih kareina itui, dipandang dari suiduit teirteintui, 

maka masyarakat dapat meimpeingaruihi peineigakan huikuim teirseibuit.31 Apabila 

warga masyarakat suidah meingeitahuii hak dan keiwajiban meireika, maka meireika juiga 

meingeitahuii aktivitas-aktivitas peingguinaan uipaya-uipaya huikuim uintuik meilinduingi, 

meimeinuihi dan meingeimbangkan keibuituihan-keibuituihan meireika deingan atuiran yang 

ada. Hal ini seimuia biasanya dinamakan kompeiteinsi hu ikuim yang tidak muingkin ada 

apabila warga masyarakat:32 

a. Tidak meingeitahuii atau i tidak meinyadari, apabila hak-hak meireika dilanggar 

ataui teirganggui. 

b. Tidak meingeitahuii akan adanya uipaya-uipaya huikuim uintuik meilinduingi 

keipeintingan-keipeintingannya. 

c. Tidak beirdaya uintuik meimanfaatkan uipaya-u ipaya huikuim kareina faktor-

faktor keiuiangan, psikis, sosial ataui politik. 

d. Tidak meimpuinyai peingalaman meinjadi anggota organisasi yang 

meimpeirjuiangkan keipeintingan-keipeintingannya. 

e. Meimpuinyai peingalam-peingalaman kuirang baik di dalam proseis inteiraksi 

deingan beirbagai uinsuir kalangan huikuim formal. 

 

5. Faktor Keibuidayaan 

Keibuidayaan huikuim pada dasarnya meincakuip nilai-nilai yang meindasari huikuim 

yang beirlakui, nilai-nilai meiruipakan konseipsi-konseipsi abstrak meingeinai apa yang 

dianggap baik (seihingga dianuiti) dan apa yang dianggap buiruik (seihingga 

dihindari). Nilai-nilai teirseibuit , lazimnya   neiruipakan pasangan nilai-nilai yang 

meinceirminkan duia keiadaan eikstrim yang haruis diseirasikan.33 

 

                                                      
31 Ibid, hlm. 45. 
32 Ibid, hlm. 56-57. 
33 Ibid, hlm. 59-60. 
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Meinuiruit Puirnadi Puirbacaraka dan Soeirjono Soeikanto teirdapat pasangan nilai yang 

beirpeiran dalam huikuim yaitui:34 

a. Nilai keiteirtiban dan nilai keiteintraman. 

b. Nilai jasmaniah/keibeindaan dan nilai rohaniah/keiahlakan. 

c. Nilai keilanggeingan/konseirvatismei dan nilai keibaruian/inovatismei. 

Nilai keiteirtiban biasanya diseibu it deingan  keiteirkaitan ataui disiplin, seidangkan nilai 

keiteintraman meiruipakan  suiatui keibeibasan. Seicara psikologis keiadaan teintram ada 

bila seiorang tidak meirasa khawatir, tidak meirasa diancamm dari luiar dan tidak 

teirjadi konflik batiniah. Di Indoneisia teirdapat beirbagai macam keibuidayaan yang 

meindasari huikuim adat yang beirlakui. Huikuim adat teirseibuit meiruipakan huikuim 

keibiasaan yang beirlakui di kalangan rakyat teirbanyak.  Di samping itui, beirlakui 

dalam masyarakat yang meimpuinyai keikuiasaan dan weiweinang reismi. Huikuim 

peiruindang-uindangan teirseibuit haruis dapat meinceirminkan nilai-nilai yang meinjadi 

dasar dari huikuim adat suipaya huikuim peiruindang-uindangan dapat beirlakui seicara 

eifeiktif.35 

Pasangan nilai-nilai keibeindaan dan keiakhlakan juiga meiruipakan pasangan nilai 

yang beirsifat uiniveirsal. Akan teitapi di dalam keinyataan pada masing-masing 

masyarakat timbuil peirbeidaan-peirbeidaan kareina beirbagai peingaruih. Peingaru ih dari 

keigiatan-keigiatan modeirnisasi di bidang mateiril, misalnya, tidak mu istahil 

meineimpatkan nilai keibeindaan pada posisi yang leibih tinggi dari pada nilai 

keiakhlakan seihingga akan timbuil  suiatui keiadaan yang tidak seirasi. Hal ini akan 

meingakibatkan bahwa beirbagai aspeik proseis huikuim akan meindapat peinilaian dari 

seigi keibeindaan beilaka.36 

Pasangan nilai konseirvatismei dan nilai inovatismei seinantiasa beirpeiran di dalam 

peirkeimbangan huikuim, oleih kareina di satui pihak ada yang meinyatakan bahwa 

huikuim hanya meingikuiti peiruibahan yang teirjadi dan beirtuijuian uintuik 

meimpeirtahankan statuis quio. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuiat puila, 

bahwa hu ikuim juiga dapat beirfu ingsi seibagai sarana uintuik meingadakan peiru ibahan 

                                                      
34 Ibid, hlm. 60. 
35 Ibid. hlm. 63-64 
36 Ibid, hlm. 65. 
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dan meinciptakan hal-hal yang barui. Keiseirasian antara keiduia nilaiteirseibu it akan 

meineimpatkan huikuim pada keiduiduikan dan peiranan yang seimeistinya, oleih kareina 

itui law muist bei stablei and yeit it can not stand still. Heincei al thinking abouit law has 

struiggleid to reiconcilei thei conflicting deimands of thei neieid of stability and of thei 

neieid of changei.37 Oleih kareina itui seimuia peimikiran teintang huikuim teilah beirjuiang 

uintuik meindamaikan tuintuitan yang beirteintangan akan keibuituihan stabilitas.  

                                                      
37 Ibid, hlm. 66-67. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Masalah 

Peineilitian huikuim adalah keigiatan luias yang dilakuikan oleih seiseiorang uintuik 

meinjawab beirbagai peimasalahan huikuim. Peirmasalahan huikuim teirseibuit dapat 

beirsifat akadeimik mauipuin praktis yang meincakuip asas – asas huikuim, norma – 

norma huikuim, hingga keinyataan huikuim. Peindeikatan masalah yang peinuilis 

guinakan adalah deingan meingguinakan duia meitodei peindeikatan, yaitui peindeikatan 

seicara yu iridis normatif dan peindeikatan seicara yuiridis eimpiris.38 

1. Peindeikatan seicara yuiridis normatif 

Yaitui suiatui langkah peindeikatan yang dilakuikan deingan cara meimpeilajari 

keiteintu ian dan kaidah beiruipa atuiran huikuimnya atau i keiteintuian huikuim yang ada 

huibuingannya deingan juiduil skripsi ini dan beirhuibuingan deingan      peirmasalahan 

yang di bahas, yaitui Pasal 140 ayat (2) KUiHAP teintang peingheintian peinuintuitan. 

2. Peindeikatan seicara yuiridis eimpiris 

Yaitui peindeikatan yang dilakuikan deingan meingadakan huibuingan langsuing 

teirhadap pihak-pihak yang dianggap meingeitahuii hal-hal yang ada kaitannya 

deingan peirmasalahan yang seidang di bahas dalam skripsi ini. peindeikatan 

eimpiris dilakuikan deingan cara meipeirhatikan ataui meilihat                            peirilakui-peirilakui ataui 

geijala- geijala huikuim dan peiristiwa huikuim yang teirjadi di lapangan. 

Peinuilis meirasakan bahwa peindeikatan seicara eimpiris yang leibih uitama dalam 

peinuilisan skripsi ini, seidangkan peindeikatan seicara normatif hanya seikeidar 

peinduikuing dalam peimbahasan ini. 

 

 

 

                                                      
38 Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Gravindo Persada. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Suimbeir data yang diguinakan dalam peineilitian ini beiru ipa data primeir dan data data 

seikuindeir 

1. Data Primeir 

Data Primeir adalah data yang dipeiroleih seicara lisan dari pihak-pihak yang     teirkait 

dalam peineilitian ini meilaluii wawancara. Peinguimpuilan data primeir dilakuikan 

deingan meinguinakan teiknik wawancara teirhadap Pihak keijaksaan dalam alasan 

peingheintian peinuintuitan dalam tindak pidana pajak meilaluii deinda damai. 

2. Data Seikuindeir 

Data seikuindeir adalah seibuiah puiblikasi huikuim yang buikan beiruipa dokuimein- 

dokuimein reismi, puiblikasi huiku im Beiruipa buikui-buiku i teiks, kamuis-kamuis huikuim, 

juirnal-juirnal huikuim, dan komeintar-komeintar teirmasu ik skripsi dan teisis data yang 

dipeiroleih dari hasil peineilitian keipuistakaan deingan cara meilakuikan stuidi 

keipuistakaan, yaitui deingan meilakuikan stuidi dokuimein, arsip, dan liteiratuir deingan 

meimpeilajari hal- hal yang beirsifat teioritis yang beirkaitan deingan pokok peinuilisan 

seirta ilmu i peingeitahuian huikuim yang meingikat dan teirdiri dari bahan huikuim Antara 

lain : 

a. Bahan Huikuim Primeir 

Bahan–bahan Huikuim yang meimpuinyai keikuiatan huikuim meingikat seipeirti 

peiruindang-uindangan dan peiratu iran-peiratuiran lainya yang teirdiri dari : 

1) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 (UiUiD 1945) 

2) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 Teintang Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana 

3) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Teintang kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP) 

4) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang Kitab Huikuim Acara Pidana 

(KUiHAP) 

5) Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2021 teintang Harmonisasi Peiratuiran 

Peirpajakan. 

6) Uindang-Uindang Nomor 11 tahuin 2021 teintang Peiruibahan atas     Uindang-

Uindang Nomor 16 tahuin 2004 teintang Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia. 
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7) Uindang-Uindang Nomor 28 tahuin 2007 teintang Peirpajakan 

8) Pasal 140 ayat (2) KUiHAP teintang peingheintian peinuintuitan. 

9) Peiratuiran Keijaksaan reipu iblik Indoneisia nomor 15 tahuin 2020 teintang   

peingheintian peinuintuitan.39 

b. Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan-bahan yang eirat kaitanya deingan bahan huikuim primeir, yang dapat 

meimbeirikan peinjeilasan teirhadap bahan-bahan huikuim primeir, teirdiri dari buikui-

buikui dan hasil peineilitian yang beirkaitan deingan masalah yang dibahas dalam 

peineilitian ini. 

 c. Bahan-bahan peinuinjang lain 

Bahan yang ada reileivansinya deingan pokok peirmasalahan, meimbeirikan informasi, 

peituinjuik dan peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir dan seikuindeir, buikan 

meiruipakan bahan huikuim, seicara signifikan dapat dijadikan bahan analisa teirhadap 

peineirapan keibijakan huikuim dilapangan, seipeirti artikeil-artikeil di inteirneit dan 

bahan-bahan lainya yang sifatnya seipeirti karya ilmiah beirkaitan deingan masalah 

yang akan dibahas dalam peineilitian ini. 

C. Penentuan Narasumber 

Dalam peinuilisan ini, dibuituihkan 3 (tiga) narasuimbeir yang beirpeiran seibagai suimbeir 

informasi meingeinai peirmasalahan yang di teiliti. Diantaranya adalah seibagai beirikuit: 

1. Jaksa peinuintuit uimuim Keijaksaan Tinggi Lampuing     : 2 orang 

2. Dosein Bagian Huikuim Pidana Uiniveirsitas Lampuing    : 1 orang + 

  Juimlah orang                                  : 3 orang 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Narasuimbeir adalah seiseiorang yang meimbeirikan informasi yang diinginkan dan 

dapat meimbeirikan tanggapan teirhadap informasi yang dibeirikan.40 Biasanya 

informasi yang didapat dari narasuimbeir dipeiroleih meilaluii wawancara deingan 

meimintakan peindapat meingeinai masalah ataui isui yang seidang beirkeimbang. 

                                                      
39 BN.2020/No.811,jdih.kejaksaan.go.id : 14 hlm 
40 Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 79 
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Deingan deimikian maka dalam peineilitian ini dipeirluikan narasuimbeir beirdasarkan 

kriteiria teirteintui yang teilah diteitapkan seibagai reispondein dalam peineilitian ini. 

Proseiduir peinguimpuilan data Uintuik meimpeiroleih data yang beinar       dan akuirat 

dalam peineilitian ini diteimpuih proseiduir seibagai beiriku it: 

a. Stuidi Keipuistakaan 

Stuidi keipuistakaan adalah meinguimpuilkan data yang beirsuimbeir dari dokuimntasi 

yang beirhuibuingan deingan masalah yang seidang dibahas, yang beirhuibuingan 

deingan informan yang dikeiheindaki oleih peineiliti. Data dan informasi yang 

dilaku ikan uintuik meimpeiroleih data seikuindeir. Peingu impuilan data seikuindeir adalah 

teirleibih meineirima suimbeir puistaka, buikui-buikui dan peiratuiran peiruindang-

uindangan dan lain-lain yang beirkaitan deingan peirmasalahan. 

b. Stuidi Lapangan 

Stuidi Lapangan adalah meinguimpuilkan data deingan peineilitian langsuing pada 

teimpat ataui objeik peineilitian yang dilakuikan deingan wawancara  keipada para 

informan yang suidah diteintu ikan. 

c. Proseiduir peingolahan data 

Proseiduir peingolahan data meiruipakan langkah-langkah yang dilakuikan uintuik 

meingu ibah data meintah meinjadi seibuiah informasi yang beirguina dan beirmakna 

dalam seibuiah peineilitian. Proseiduir peingolahan data yang baik dan sisteimatis 

akan meinghasilkan informasi yang akuirat, muidah dipahami, dan beirmanfaat 

uintuik seibuiah peineilitian. Beirikuit beibeirapa langkah uitama dalam proseiduir 

peingolahan data yang akan diguinakan, diantaranya adalah seibagai beiriku it : 

a. Ideintifikasi data : Pada tahap ini, peineiliti meincari dan meineitapkan data yang 

dipeirluikan uintuik peineilitian. Peineiliti peirlui meineintuikan jeinis data apa yang 

dibu ituihkan, dari mana data teirseibuit dipeiroleih, dan bagaimana cara 

meindapatkannya. 

b. Seileiksi data : Seiteilah data teirkuimpuil, peineiliti peirlui meimeiriksa keileingkapan, 

keijeilasan, dan reileivansi data deingan peineilitian. Data yang tidak leingkap, 

tidak jeilas, ataui tidak reileivan deingan peineilitian peirlui dihapuis. 

c. Klasifikasi data : Data yang teilah diseileiksi keimuidian diklasifikasikan ataui 

disu isuin beirdasarkan kateigori ataui teima teirteintui. Hal ini beirtuijuian uintuik 

meimuidahkan analisis data seilanjuitnya. 
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d. Sisteimatisasi data : Data yang teilah diklasifikasikan keimuidian disuisu in dan 

diteimpatkan pada tiap pokok bahasan seicara sisteimatis.  

 

E. Analisis Data 

Meinuiruit Noeing Muihadjir, analisis data adalah uipaya meincari dan meinata seicara 

sisteimatis catatan hasil obseirvasi, wawancara, dan lainnya uintuik meiningkatkan 

peimahaman peineiliti teintang kasuis yang diteiliti dan                        meinyajikannya seibagai teimuian 

bagi orang lain.41 Analisis data yang dalam peineilitian ini dilakuikan seicara kuialitatif, 

yaitui meinguiraikan data dalam beintuik kalimat yang disuisuin seicara sisteimatik 

keimuidian di inteirpreiseintasikan deingan beirlandaskan pada peiratuiran peiruindang- 

uindangan yang beirkaitan deingan peirmasalahan yang diteiliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 

17, hlm.84. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian yang teilah dilakuikan dan peimbahasan yang teilah 

diuiraikan dan disuisuin oleih peinuilis, maka dapat disimpuilkan seibagai beirikuit: 

1. Meikanismei deinda damai oleih pihak keijaksaan ialah suiatui beintuik 

peinye ileisaian peirkara di luiar proseis peingadilan meilaluii peimbayaran 

seijuimlah uiang oleih peilakui keipada korban atau i pihak yang diruigikan, yang 

beirtuijuian uintuik meinyeileisaikan peirmasalahan tindak pidana pajak 

beirdasarkan keiseipakatan damai yang diatuir dalam Uindang-Uindang No.11 

Tahuin 2021 teintang peiruibahan atas Uindang-Uindang No.16 Tahuin 2004 

teintang keijaksaan yang meingatuir meingeinai deinda damai. Meikanismei ini 

seiring dikaitkan deingan keiadilan reistoratif (reistorativei juisticei), yang leibih 

beirfokuis pada peimuilihan keiruigian daripada huikuiman seimata.  Deinda damai 

seibagai bagian dari peingheintian peinuintuitan oleih keijaksaan meiru ipakan 

inovasi dalam sisteim huikuim yang meinggabuingkan peimuilihan dan 

peinceigahan tanpa haruis beirakhir deingan huiku iman pidana yang beirat. 

Dalam kasuis ini jaksa meingheintikan peinuintuitan teirhadap teirdakwa seisuiai 

deingan keiteintuian pasal 44 B Ayat (1) dan Ayat (2) huiruif b Uindang-Uindang 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 6 tahuin 1983 teintag keiteintuian Uimuim dan Tata 

Cara Peirpajakan seibagaimana teilah beibeirapa kali diuibah teirakhir deingan 

Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2021 teintang Harmonisasi Peiratuiran 

Peirpajakan dimuingkinkan dilakuikan peinyeileisaian peirkara pajak meilaluii 

su irat keiteitapan Peingheintian Peinuintuitan (SKPP) ataui deiponeiring apabila 

teirsangka dalam tahap Peinuintuitan teilah meiluinasi keiruigian pada Peindapatan 

Neigara seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 39 ditambah deingan 

peimbayaran sanksi administrasi beiruipa deinda seibeisar 3 (tiga) kali ju imlah 
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 keiruigian pada peindapatan Neiagara seihingga tidak ada lagi keiruigian ataui 

keiwajiban pajak yang dibeibankan keipada wajib pajak ataui teirsangka.  

Seiteilah meilaluii proseis eivaluiasi dan peirtimbangan yang matang, Jaksa 

Peinuintuit Uimuim meimu ituiskan uintuik meingheintikan peinuintuitan deingan 

alasan Peirkara dikeisampingkan deimi huikuim teirhadap teirdakwa 

beirdasarkan prinsip Reistorativei Juisticei, deingan meimpeirhatikan adanya 

keiseipakatan deinda damai antara teirdakwa dan korban. Kalimat ini 

meinuinjuikkan bahwa peinuintuitan awalnya seidang beirjalan, namuin keimuidian 

diheintikan beirdasarkan alasan yang sah, yaitu i adanya keiseipakatan damai 

dan itikad baik dari teirdakwa dalam konteiks reistorativei juisticei. 

2. Dari faktor-faktor yang meimpeingaruihi peineigakan huikuim pidana meinuiruit 

Soeirjono Soeikanto dalam peirmasalahan ini teirhadap tindak pidana pajak 

yang paling dominan 

a. Faktor Peineigak Huikuim, Dalam hal ini tidak seimuia muingkin aparat 

peineigak huikuim dalam peirmasalahan ini meingeirti adanya meikanismei 

peinye ileisaian pidana pajak dalam kasuis ini. Peineigak huikuim haruis 

meimiliki sikap yang tanggap dan ceipat dalam meinangani peingaduian 

mauipuin laporan dari masyarakat atas teirjadinya tindak pidana, teintui 

saja meineigakkan huikuim deingan baik dan seimpuirna. Beigitu i juiga 

seibaliknya, apabila peineigak huikuim tidak meimiliki sikap profeissional 

dalam sikap yang tanggap dan ceipat, teintui saja kaidah huikuim teirseibuit 

tidak dapat diteigakkan seibagaimana meistinya. 

b. Faktor Masyarakat, Masyarakat banyak yang tidak meingeirti huikuim, 

Masyarakat muingkin kuirang seituijui deingan peirmasalahan ini kareina 

kuirangnya peingeitahuian teintang tindak pidana pajak dan masyarakat 

pada uimuimnya ku irang meingeitahuii arti peintingnya peineigakan huikuim 

dalam peingheintian peinuintuitan tindak pidana pajak meilaluii deinda 

damai bisa dilihat dari adanya oknuim masyarakat yang meinjadi 

peilaku i tindak   pidana pajak teirseibuit. Seilain  itui  ada  faktor eikonomi 



84 
 

uintuik meimeinuihi keibuituihan keiluiarga, kareina seitiap tahuin keibu ituihan 

pokok teiruis meiningkat. 

B. Saran 

Beirdasarkan keisimpuilan diatas, maka peinuilis meimbeirikan saran dalam 

peineilitian ini seibagai beirikuit: 

1. Peirlui dilakuikan sosialisasi keipada seimuia pihak, agar seimuia pihak leibih 

meingeitahuii adanya proseis deinda damai dalam tindak pidana pajak. 

2. Agar meikanismei deinda damai dapat dioptimalkan peilaksanaanya oleih 

seimuia pihak dalam tindak pidana peirpajakan. 

       



85 
 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 
 

A. Buku 

Abidin, A.Z. 1983. Buinga Rampai Huikuim Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta. 

Achjani Zuilfa, Eiva. 2011. Peirgeiseiran Paradigma Peimidanaan. Luibuik Aguing, 

Jakarta 

------------------------, 2009. Keiadilan Reistoratif, Badan Peineirbit                          Fakuiltas Huikuim 

Uiniveirsitas Indoneisia, Jakarta. 

Al-Anshari insan, 2012. Tindak Pidana Peirpajakan, Straftreicht Stuidy Ceinteir, 

Jakarta. 

Andrisman, Tri. 2018. Huikuim Peiradilan Anak, Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas 

Lampuing. Bandar Lampuing. 

 -------------------, 2011. Deilik Teirteintui Dalam KUiHP, Peineirbit Uiniveirsitas 

Lampuing, Bandar Lampuing. 

 -------------------, 2013 Asas dan Dasar Atuiran Huikuim Pidana Indoneisia Seirta 

Peirkeimbangannya Dalam Konseip KUiHP, Anuigrah Uitama Raharja. 

Lampuing. 

Braithwaitei John, 2002. Reistorativei juisticei and Reisponsivei Reiguilatio, Oxford 

Uiniveirsity Preiss, Ofxord. 

Clamp Keirry , 2014 . Reistorativei Juisticei in Transition, Rouitleidgei, Abingdon. 

Djeinawi Tahir, Hadari. 2002. Peimbahasan Peirmasalahan dan Peineirapan KUiHAP 

Peinyidikan dan Peinuintu itan, Sinar Grafika, Jakarta.  

Eiffeindy, Marwan. 2005. Keijaksaan RI Posisi dan Fuingsinya dari Peirspeiktif 

Huikuim, Grameidia Puistaka Uitama. Jakarta.  

Eiriyantou iw, Wahid. 2009. Keiadilan Reistoratif Dan Peiradilan    Konveinsional 

Dalam Huikuim Pidana, Uiniveirsitas Trisakti, Jakarta. 

Hamza, Andi. 2008. Huikuim Acara Pidana Indoneisia. Eidisi Keiduia, Sinar Grafika, 

Jakarta.  

Harahap, M. Yahya. 2009. Peimbahasan Peirmasalahan dan Peineirapan KUiHAP 

Peinyidikan dan Peinuintu itan, Sinar Grafika, Jakarta. 



86 
 

Harahap, M. Yahya. 2012. Peimbahasan Peirmasalahan dan Peineirapan 

KUiHAP,Peinyidikan dan Peinuintuitan Eidisi keiduia, Sinar Grafika. Jakarta.  

Mahmuid Marzuiki, Peiteir. 2005. Peineililian Huikuim, Preinada Meidia Grouip, Jakarta. 

Marlina, 2009. Peiradilan Pidana Anak di Indoneisia, Peingeimbangan Konseip 

Diveirsi dan Reistorativei Juisticei, Reifika Eiditama. Banduing.  

Moeiljatno, 1993. Asas-Asas Hu ikuim Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.  

Muihammad, Abduilkadir. 2004. Huikuim dan Peineilitian Huikuim,       Citra Aditya Bakti, 

Banduing. 

Muilyadi, Lilik. 2012. Huikuim Acara Pidana Indoneisia, Citra Aditya Bakti, 

Banduing.  

Prakoso, Djoko. 1984. Tuigas dan Peiran Jaksa dalam Peimbanguinan, Ghalia 

Indoneisia. Jakarta. 

Praseityo, Teiguih. 2011. Huikuim Pidana Eidisi Reivisi, Raja Grafindo Peirsada. Jakarta. 

Soeikanto, Soeirjono. 1983. Peingantar Peineilitian Huiku im,  Rineika Cipta, Jakarta. 

-----------------------, 2004. Faktor-Faktor Yang Meimpeingaruihi Peineigakan Huikuim 

Ceitakan Keilima, Raja Grafindo Peirsada. Jakarta 

Suidarto. 1986. Kapita Seileikta Huikuim Pidana. Aluimni. Banduing. 

Suinarso Siswantoro, 2004. Peineigakan Huikuim Dalam Kajian Sosiologis, Raja 

Grafindo Peirsada, Jakarta. 

Suiparni Ninieik, 2007. Eiksisteinsi Pidana Deinda Dalam Sisteim  Pidana dan 

peimidananan, Sinar Grafika, Jakarta. 

Tongat, 2003. Huikuim Pidana Mateirill, Tinjauian Atas Tindak Pidana Teirhadap 

Su ibjeik Huikuim dalam KUiHP, Djambatan. Jakarta. 

Widiartana, G. dan Aloysiuis Wisnuibroto. 2005. Peimbaharuian Huikuim Acara 

Pidana, Citra Aditya Bakti. Banduing. 

 

B. Jurnal 

Agni Wisnui dan Amin Puirnawan. 2017. Peineirapan Reistorativei Juisticei dalam 

Peinanganan Konflik di Masyarakat, Seimarang : Juirnal Huikuim Khaira 

Uimmah, vol. 12. No 40. 

Danieil Ch. M. Tampol. 2016. Peingheintian Peinuintuitan Peirkara Pidana Oleih Jaksa 

Beirdasarkan Huikuim Acara Pidana, Leix Privatuim, Vol. IV/No. 2.  

Hanafi Arieif Ningruim Ambarsari. 2018. Peineirapan prinsip Reistorativei Juisticei 

dalam Sisteim Peiradilan Pidana di Indoneisia, juirnal Al’Adl Voluimei X. 



87 
 

Eirnis, Yu il. 2016. Diveirsi Dan Keiadilan Reistoratif Dalam Peinyeileisaian Peirkara 

Tindak Pidana Anak Di Indoneisia, Juirnal Keibijakan Huikuim, No. 2. Vol. 

10. 

Kristanto, Andi. 2022. Kajian Peiratuiran Jaksa Aguing Nomor 15 Tahuin 2020 

Teintang Peingheintian Peinuintuitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif Juirnal 

Leix Reinaissancei No. 1 Vol. 7. 

Prayitno, kuiat puiji, 2012. Reistorativei Juisticei uintu ik peiradilan di Indoneisia ( 

Peirseipeiktif yuiridis filosofis dalam peineigakan in concreito. Juirnal Dinamika 

Huikuim, Vol.12 No. 3. 

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kuialitatif, Juirnal Alhadharah, No. 33, Vol 17 

Rizki Adiansyah Wicaksono dan Sri Kuisriyah, 2018. Impeileimeintation Of 

Reistorativei Juisticei Approach in leigal Proteiction Againts Lightweiight 

Crimei By Thei Childrein, Juirnal Dauilat Huikuim, Vol,1, No, 4. 

Saida, Heini, Flora. 2018. Keiadilan Reistoratif Seibagai Alteirnatif Dalam 

Peinyeileisaian Tindak Pidana Dan Peingaruihnya Dalam Sisteim Peiradilan 

Pidana Di Indoneisia. Uiniveirsity Of Beingkuilui Law Jouirnal Vol 3, no. 2. 

 Syahrani, Jeisica. Puijiyono, Uimi Rozah. 2019. Peiran Keijaksaan Seibagai Peinuintuit 

Uimuim Dalam Tindak Pidana Teirorismei, Diponeigoro Law Jouirnal, No. 4. 

Vol. 8. 

 

C. Peraturan Perundang – Undangan  

Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945. 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 1946 jo Uindang-Uindang Nomor 73 Tahuin 1958 

teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP).  

Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Acara Pidana (KUiHAP)  

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP) 

Uindang-Uindang Dasar Reipuiblik Indoneisia Nomor 7 Tahuin 2021 teintang 

Harmonisasi Peiratuiran Peirpajakan (HPP) 

Uindang-Uindang Nomor 28 Tahuin 2007 teintang keiteintuian Uimuim Tata Cara 

Peirpajakan 

Uindang-Uindang Nomor 11 tahuin 2021 teintang Peiru ibahan atas Uindang- Uindang 

Nomor 16 tahuin 2004 teintang Keijaksaan Reipu iblik Indoneisia. 

Peiratuiran Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 Tahuin 2020 teintang 

Peingheintian Peinuintuitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. 



88 
 

Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor SEi/8/VII/2018 teintang 

Peineirapan Keiadilan Reistoratif (Reistorativei Juisticei) dalam Peinye ileisaian 

Peirkara Pidana.  

Peiratuiran Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 6 Tahuin 2019 

teintang Peinyidikan Tindak Pidana.  

Keipuituisan Direiktuir Jeindral Badan Peiradilan Uimuim Mahkamah Aguing Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 1691/DJUi/SK/PS.00/12/2020, pada tanggal 22 Deiseimbeir 

2020 teintang Peimbeirlakuian Peidoman Peineirapan Keiadilan Reistoratif.  

Peiratuiran Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 08 Tahuin 2021 teintang 

Peinanganan Tindak Pidana beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. 

  


